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MOTTO

“Barang siapa mengambil tanah seseorang dengan tiada haknya, maka ia dikubur

dengannya pada hari kiamat sampai tujuh lapis bumi”
(Hadist Riwayat Bukhori) ~
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RINGKASAN

Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria merupakan program revolusi di
dalam bidang agraria yang disebut Agrarian Reform Indonesia. Salah satu
program landreform yang masih mendapat perhatian dari pemerintah dewasa ini
adalah pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek landreform. Pemerintah
masih terus mengupayakan pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform
dengan maksud meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan perlindungan/
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah obyek /andreform yang telah
dikuasai dan dikerjakan serta menata penggunaan tanah obyek landreform dalam
bidang-bidang tanah yang teratur.

Sehubungan dengan hal itu, permasalahan yang dibahas penyusun dalam
skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform
khususnya tanah negara bekas perkebunan yang terletak di Desa Wonorejo
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan faktor-faktor yang menjadi penghambat
dalam pelaksanaan redistribusi tanah yang bersangkutan.

Data-data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data
primer dan data sekunder yang penyusun peroleh melalui studi kepustakaan dan
studi lapangan (wawancara) dengan instansi terkait. Sedangkan untuk menyusun
datanya penyusun menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yang
didukung dengan data empiris, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka dan
perundang-undangan yang berlaku saat ini serta melakukan penelitian di
lapangan. Penganalisisan datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif dan
penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif (pembahasan yang
bersifat umum menuju khusus).

Redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan
Wates Kabupaten Kediri dilaksanakan secara swadaya mumi dan
diredistribusikan kepada masyarakat desa (penggarap) yang bersangkutan yang
telah menguasai dan mengerjakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun
1961. Pelaksanaan redistribusi tanah bekas perkebunan tidak perlu melalui masa
persewaan dan terhadap penerima redistribusi tidak dikenakan ganti kerugian.
Dalam rangka redistribusi tanah di Desa Wonorejo, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kediri mengeluarkan Keputusan No. 420.3.352.5.15.1003 dan No.
420.3.352.5.16.2003 tentang Pemberian Hak Milik kepada masyarakat yang
menguasai dan mengerjakan tanah yang bersangkutan dengan penggunaan tanah
untuk pertanian dan perumahan.

Pada dasarnya pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Wonorejo sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku saat ini, meskipun dalam
pelaksanaannya belum mencapai target yang direncanakan. Hal ini disebabkan

adanya beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut, seperti

Trr 1
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L PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang memegang peranan sangat
penting di dalam Pembangunan Nasional bagi Bangsa Indonesia. Hal ini
dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan
struktur perekonomian yang bercorak agraris. Dengan ditandai kenyataan bahwa
sébagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang agraria/pertanian,
maka setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat Indonesia senantiasa
membutuhkan dan melibatkan tanah. Selain mempunyai arti penting di dalam
kegiatan pembangunan nasional, tanah juga mempunyai arti penting di dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan
dan pemanfaatan tanah harvs diatur dengan peraturan perundangan untuk
menghindari timbulnya gesekan atau benturan sosial yang mungkin sering terjadi.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan hukum
pertanahan serta meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum dan
kepastian hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya, maka pemerintah menyusun
Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 104 yang lebih dikenal
dengan nama singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Lahirnya UUPA merupakan sebuah titik terang bagi petani Indonesia untuk
mendapat peluang dalam meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan
perlindungan atas kepastian hukum.

Menurut Boedi Harsono (2002:3), UUPA bukan hanya memuat ketentuan-
kétentuan tentang perombakan hukum agraria. Sesuai dengan namanya Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, UUPA memuat juga lain-lain pokok persoalan

agraria serta penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut pada

. 101 1B O P
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vang disebut dengan Agrarian Reform Indonesia.

kolonial atas tanah; (3) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur,
(4) perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-
hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah; dan (5)
perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya
kesanggupan dan kemampuannya. (Hutagalung, 1985:12)

Salah satu bagian di bidang pertanahan yang masih perlu mendapat
perhatian pada masa sekarang adalah mengenai pelaksanaan dari program
landreform. Khususnya kegiatan redistribusi tanah-tanah obyek landreform yang
berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara, karena pengelolaannya
masih terus diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan
redistribusi tanah guna meningkatkan penghasilan dan meningkatkan taraf hidup
para penerima redistribusi terutama petani penggarap. Disamping itu, juga untuk
menata penggunaan tanah obyek /andreform dalam bidang-bidang tanah yang
teratur disertai dengan tersedianya prasarana jalan dan/atau saluran irigasi. Hal ini,
sebagai landasan untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju
n.'lasyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Realisasi dan penjabaran dari pelaksanaan /andreform khususnya kegiatan
redistribusi tanah atau pembagian tanah terdapat dalam pasal 7 mengenai larangan
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas dan pasal 17 mengenai (1)
adanya peraturan perundangan yang mengatur batas maksimum dari tanah yang
diperkenankan dipunyai oleh satu keluarga/ Badan Hukum; (2)dengan peraturan
pemerintah diatur tentang pengambilan atas tanah kelebihan dari batas maksimum
oleh pemerintah dengan memberi ganti kerugian dan selanjutnya untuk dibagikan
kepada rakyat yang membutuhkan. Berkaitan dengan pasal 7 dan pasal 17 UUPA,
maka pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Sedangkan untuk menyelenggarakan

= ———— - - - T
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No.56/Prp/1960, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961

Upaya-upaya penataan hukum pertanahan di Indonesia seperti yang telah
di uraikan di atas bertujuan untuk mengadakan pembagian tanah obyek
landreform yang adil dan merata atas sumber penghidupan bagi rakyat tani serta
penerapan yang menjamin terselenggaranya kehidupan sosial dengan kondist yang
mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini selaras dengan
fungsi Peraturan Pemerintah No.224/1961, yang di samping sebagai pedoman
untuk melaksanakan pembagian obyek landreform, juga untuk menyelesaikan
p'ersoalan yang berkaitan dengan redistribusi tanah.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No0.224/1961 pasal 1 huruf d,
bekas tanah partikelir; tanah dengan hak guna usaha yang sudah berakhir jangka
waktunya, dihentikan atau dibatalkan; tanah kehutanan yang telah diserahkan
kembali penguasaannya oleh jawatan yang bersangkutan kepada negara dan lain-
lain adalah termasuk salah satu tanah obyek /andreform yang langsung dikuasai
oleh negara. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 224/1961, Menteri
Pertanian dan Agraria mengeluarkan Keputusan No. 30/Ka/1962 yang
menyatakan bahwa tanah perkebunan bekas hak erfacht yang dikuasai langsung
oleh negara dan merupakan tanah pertanian dinyatakan sebagai obyek landreform.
Tetapi terhadap tanah-tanah obyek /andreform yang langsung dikuasai oleh
negara sebelum diberikan hak miliknya secara definitif kepada petani penggarap
tgrlebih dahulu ditegaskan menjadi obyek /andreform oleh Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan.

Sebagaimana halnya di Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur, terhadap
tanah perkebunan bekas hak erfacht yang menjadi tanah negara yang ada di

wilayahnya, sejak 3 Mei 1982 telah ditegaskan sebagai obyek landreform oleh
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telah ditegaskan tersebut terdapat di 11 (sebelas) kecamatan dari 21 (dua puluh

satu) kecamatai yang ada-di-Kabupateh Kedirl.'Salah'satunya adalah'tanahmegara

Négerr seratjutnya ngifirdKb ek 2apRat Wates.vang, maspva +.300. hektat

Up Kepala Direktorat Agraria untuk melaksanakan pemberian hak milik kepada
para petani penggarap tanah perkebunan bekas hak erfacht yang memenuhi syarat
sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224/1961.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan
penelitian terhadap masalah: “Redistribusi Tanah Negara Bekas Perkebunan

di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.”

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi redistribusi tanah negara bekas
perkebunan ini, penyusun batasi hanya pada macam tanah yang menjadi obyek
landreform, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani penggarap, cara
pemberian ganti kerugian, pemberian hak milik bagi subyek yang memenuhi
syarat serta faktor-faktor penghambat dalam kegiatan redistribusi tanah negara
bekas perkebuanan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Penyusun mengutarakan ruang lingkup ini dengan maksud untuic memberi
batasan dalam pembahasan, sehingga pembahasannya berkembang kearah yang

tepat dan tidak keluar dari jalur kerangka yang telah ditentukan.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

— 1 .t u il ncn kalran marbalhiuinan Al
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Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
2. Apa faktorfakior penghambat (dalam \pelaksabaan redistribus? [tanah negara

bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:
1. memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum dan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh diperkuliahan dengan
praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
3. memberi sumbangan karya ilmiah kepada alma mater.
1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah:
1. untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah negara bekas
perkebunan di Desa wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
2. untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan redistribusi
tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates

Kabupaten Kediri.

1.5 Metodologi

| Metodologi merupakan salah satu unsur mutlak dalam penulisan dan
pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi pada hakekatnya memberikan
pedoman cara-cara seorang ilmuwan mempelajari dan menganalisa serta
memahami lingkungan yang dihadapinya (Soekanto, 1996:6). Adapun metode
penulisan dalam skripsi ini, adalah:

1.5.1 Pendekatan Masalah
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dalam tujuan penulisan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini penulis
menggunakan-suafd ‘metode-pendekatan)secara yuridis normatif’ yang didukung
dlata empiris, yaitu pendekatan dengan jalan menelaah melalui perundang-
undangan yang berlaku saat ini, yang didukung dengan jalan penelitian di
lapangan terhadap obyek yang diteliti serta melakukan wawancara langsung
dengan pihak-pihak terkait guna memecahkan masalah yang mendukung skripsi

ini (Soemitro, 1990:106). Penulis menelaah beberapa literatur, karya ilmiah

mengkaji dan menganalisa data-data yang diperoleh kemudian diaplikasikan
dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:
1. Sumber Data Primer
Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan
mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan
dengan situasi ketika wawancara. (Soemitro, 1990:107)
2. Sumber Data Sekunder
Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan
teoritis, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli/pihak-pihak
lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk-
bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.
(Soemitro, 1990:107)
1.5.3 Metode Pengumpulan Data

I Tmtuls  mmammnarnlah dan menonmnullan data dalam ranoka nenulisan
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skripsi ini, dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:
1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teor,
pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan
pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundangan, karya
ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber (Soemitro, 1990:98). Perundang-
undangan yang digunakan penulis hanya yang berkaitan dengan pelaksanaan
redistribusi tanah obyek /andreform, keputusan-keputusan dan dokumen-dokumen
mengenai pelaksanaan redistribusi tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Kediri, sedangkan sumber lain didapat dari literatur.
2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam

hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan menggunakan tanya

Pertanahan Kabupaten Kediri beserta staf terkait dan Bapak Kepala Desa
Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri beserta para perangkat desa.
1.5.4 Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi literatur maupun studi lapangan pada
dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan
cara memberi gambaran atau penjelasan sejelas mungkin tentang obyek yang
dipermasalahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode berpikir yang
berangkat dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang
bersifat khusus. (Soemitro, 1990:98)
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IL FAKTA, DASAR HUKUM DA -“TEORI -

2.1 Fakta

Fakta yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah fakta yang
penyusun dapat dari penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan di
Kantor Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Fakta ini penyusun
gunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang telah ditentukan
dalam penulisan skripsi ini.

Menurut penjelasan Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 4 Maret 2004,
Desa Wonorejo Kecamatan Wates adalah salah satu dari beberapa desa di
Kabupaten Kediri yang tanah negaranya telah ditegaskan sebagai obyek
landreform sejak 3 Mei 1982 dengan SK Menteri Dalam Negeri No.68/DJA/1982.
Desa Wonorejo mempunyai luas wilayah 506 hektar dengan jumlah penduduk
4475 jiwa yang terbagi dalam 1430 KK (Kepala Keluarga). Wilayah Desa
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Wonorejo berbatasan dengan:

Sebelah Utara Desa Sumber. Agung dan Desa Plaosan

Sebelah Timur Desa Wates dan Desa Gadungan

Sebelah Selatan Desa Pojok

Sebelah Barat Desa Pagu
Luas tanah negara bekas perkebunan (Kebun Galuhan) yang telah ditegaskan
sebagai obyek /andreform itu adalah +300 hektar yang tersebar dalam tiga desa,
yaitu Desa Wonorejo, Desa Pojok dan Desa gadungan yang masing-masing
memiliki luas £100 hektar.

Tanah negara bekas Kebun Galuhan yang terletak di Desa Wonorejo ini
sebelum tahun 1958 dikuasai oleh Belanda untuk perkebunan nanas guna bahan
dasar pembuatan goni, tetapi pada tahun 1958 dengan berdasarkan Undang-
Undang No.28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas
Tanah Perkebunan, tanah negara bekas kebun Galuhan penguasaannya beralih

kepada Pemerintah Indonesia dan menjadi tanah negara. Berdasarkan Keputusan

- 2 A0 AT

petani penerima redistribusi atau diberikan hak milik kepada penggarap Desa
Wonorejo tetapi belum secara definitif sebagaimana yang diinginkan UUPA.
Meskipun demikian petani penerima redistribusi/ petani penggarap Desa
Wonorejo tetap mengerjakannya. Tahun 1971 masyarakat petani penggarap mulai
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, dan sejak saat itu sampai dengan tahun
2002 status tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo adalah hak pakai.
Pola penggunaan tanah di Desa Wonorejo secara keseluruhan termasuk
dalam pola penggunaan tanah menetap, yaitu terdiri dari pemukiman dan
pertanian. Tanah pertanian digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu tanah basah/sawah
dan tanah kering yang produktif/tegal. Tanah negara bekas perkebunan yang
diredistribusikan tergolong tanah kering yang produktif (tegal), schingga
penggarap menanaminya dengan tanaman tebu dan ketela. Berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No. 420.3.352.5.15.2003
Aan Na 47013352 5 162003 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka
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Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, disebutkan bahwa
penggunaa)tanah -berkaitan-dengan pemberian hak milik. tersebut adalah untuk
pertanian dan perumahan.

Dalam rangka pelaksanaan program /landreform khususnya kegiatan
redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah, Kepala Desa Wonorejo pada
tanggal 1 Pebruari 2002 mengajukan Surat Permohonan Usul Redistribusi Tanah
Negara Bekas Perkebunan yang ada di desanya dengan diketahui oleh Camat
Wates. Sekitar bulan Maret Kepala Desa Wonorejo mengajukan lagi Surat
Permohonan Usul Sertifikat atas Tanah yang Diredistribusikan.

| Berdasarkan sidang Panitia Pertimbangan Landreform tertanggal 29
Oktober 2002, telah ditetapkan bahwa pembiayaan redistribusi tanah negara bekas
perkebunan di Desa Wonorejo dilakukan secara swadaya masyarakat murni yang
dikelola melalui DIK-S. (Daftar Isian Kegiatan Suplemen) Tingkat I Jawa Timur

Tahun 2002, Dalam rangka pelaksanaan kegiatan redistribusi swadaya itu jumlah

bidang tanah yang diusulkan untuk diredistribusikan hanya 451 bidang atau
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redistribusi. Dengan demikiar,, tanah negara bekas perkebunan ya.g belum
diredistribusikan adalah 209 bidang atau + 20,4972 hektar. Padahal, masyarakat
Desa Wonorejo terutama penggarap tanah yang bersangkutan mengharapkan
segera mendapat hak milik atas tanah negara bekas perkebunan yang telah
diusahakannya sejak lama, mengingat tanah negara bekas perkebunan Desa
Gadungan yang berdekatan dengan tanah negara yang diusahakaﬁ telah diajukan
hak milik pada tahun 1996.

2,2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945; pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:
“ bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

]

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agrana:
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a. pasal 7 mengenai larangan pemilikan dan penguasaan tanah yang
melampaui batas.

b. pasal 10 mengenai tanah pertanian asasnya dikerjakan atau diusahakan
secara aktif oleh pemiliknya sendir.

c. pasal 17 menetapkan adanya peraturan perundangan yang mengatur
batas maksimum dari tanah dan/atau minimal yang diperkenankan
dipunyai oleh satu keluarga/ Badan hukum; dan adanya peraturan
pemerintah yang mengatur pengambilan atas tanah kelebihan dari
batas maksimum oleh pemerintah dengan memberikan ganii kerugian
selanjutnya untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

d. Ketentuan-Ketentuan Konvensi, pasal 11l yang menyatakan bahwa hak
erfacht atas tanah perusahaan perkebunan besar diubah dan
disesuaikan dengan Undang-undang No.5 Tahun 1960, sedangkan hak

fora M i e Tennll Aiavintalran hanne
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4 Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No.41
Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian;

5. Keputusan Presiden No.55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Penyelenggara Landreform;

6. Keputusan Presiden No.26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan
Nasional,

7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1991 jo
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.2 Tahun 1995 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pengaturan
Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi

Landreform.

2.3 Landasan Teori
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A. Pengertian Landreform
Secata(harafiah Tdndrdforn | betasal | dari | kata-katal dalam /Behasa) Inggris
yang terdiri dari kata “/and” dan “reform”. Land artinya tanah, sedangkan reform
artinya perubahan dasar/perombakan untuk membentuk/membangun/menata
kembali struktur pertanahan. Jadi, arti dari /andreform adalah perombakan
struktur pertanahan lama dan struktur pertanahan lama menuju struktur pertanahan
baru. (Jaya, 1989:9)
' Pengertian /andreform di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a) landreform dalam arti luas dikenal dengan istilah Agrarian Reform/ Panca
Program yang terdiri dari: (1) pembaharuan hukum agraria; (2) penghapusan

hak-hak asing dan konsensi-konsensi kolonial atas tanah; (3) mengakhiri

manchioanan fandal cecara  heranoenr-anosnr (4) _nerombakan mengenai
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peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya itu, secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan
kemampuannya;
b) sedangkan landreform dalam arti sempit adalah perombakan mengenai
pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang
bersangkutan dengan pengusahaan tanah. (Harsono, 2002:367)

Tujuan Landreform

Tujuan dari pada program [andreform di Indonesia diklasifikasikan

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.
Secara umum tujuan /andreform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf
hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai
landasan daan prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Secara kbusus, tujuan /andreform diarahkan agar dapat mencapai 3 (tiga)
aspek sekaligus, yaitu:

a. Tujuan Sosial Ekonomi:

e A s cmmnesmeanelranat hals
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milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada hak milik.

(2) Mempérbaikil produksi) Sragional (khususnya géktor, pertamian mguna

mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.
b. Tujuan Sosial Politis:

(1) mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang
luas.

(2) Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan
rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang
adil pula.

c. Tujuan Mental Psikologis:

13

i Program Landreform

Sesuai dengan tujuannya dan mengingat situasi dan kondisi agraria di
Indonesia pada awal revolusi Indonesia, maka program landreform meliputi:
|. pembatasan luas maksimum penguasaan tanah;

larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai;

W

redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah
yang terkena larangan absentee, tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara;
4. pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang
digadaikan,
5. pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; dan
6. penetapan luas minimum pemilik tanah pertanian, disertai larangan yaitu
melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan
' tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. (Harsono,
2002:370)
D. Obyek Landreform
Tanah obyek /andreform adalah tanah yang dapat dibagikan dalam rangka
pelaksanaan landreform sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan
Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Obyek /andreform ini meliputi:
1. Tanah-tanah Redistribusi, yang terdiri:

a. Tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum
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~pertanian yang diperkenankan untuk dimiliki/dikuasai sebagaimana diatur
dalam UUCN$S6/Prp/t960,) Merutiit/ pasdl) 1\ /ayat(2)mya, luas maksimum
tersebut adalah seperti dapat terlihat dalam tabel berikut:

Batas Maksimum yang Dapat

2
Kapadatan Penduduk Per Km Dikuasai (Ha)

(Jiwa)

Sawah Tanah Kering

1. daerah tidak padat, 1-50/Km’ 15 20

2. daerah padat:
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Luas maksimum tanah pertanian untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No. 56 Prp 1960 ditegaskan dengan
Surat Keputusan Menteri Agraria No. 978 SK/Ka/1960 tertanggal 31 Desember
1960. Atas tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum tersebut, dikuasai olch
pemerintah dengan pemberian ganti kerugian dan dinyatakan sebagai tanah
obyek /andreform.

. Tanah absentee;

adalah pemilikan tanah pertanian dimana tanah tersebut terletak di luar
kecamatan tempat tinggal dari pemiliknya. Pada dasamnya pemilikan tanah
secara absentee dilarang, tetapi larangan itu tidak berlaku terhadap pemilik
yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan
tempat letak tanah yang bersangkutan, asal jarak antara tempat tinggal pemilik
dengan tanahnya menurut pertimbangan Panitia Pertimbangan Landreform
Daerah Tingkat II masih memungkinkan untuk mengerjakan tanah yang
bersangkutan dengan efisien (Perangin, 1994:133). Pemilikan tanah secara
absentee ini, bagi pemiliknya diwajibkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah No.224/1961 untuk mengalihkannya kepada
orang lain atau pemilik pindah ke kecamatan letak tanahnya. Jika ketentuan ini
tidak dilaksanakan, maka tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah dan

diiadikan <ehaoai tanah obvek landreform selanjutnya untuk diredistribusikan.
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Namun demikian ada pengecualian sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 ayal
(4) Peraturan; Pemerintah No. 224/1961 jo No; 4/1977 tentang BPemilikan Tanah

Absentee bagi Pensiunan Pegawai Negeri.
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adalah tanah-tanah yang dilekati dengan hak-hak dan wewenang atas bumi dan
air yang dimiliki loleh R grdjaan afal Kesultanancdan-hukan milik pribadi Raja/
Sultan (RI, Departemen Dalam Negeri, 1980:197). Atas tanah-tanah swapraja
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yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.
(Harsono, 1992:775)

d. Tanah-tanah lain yang langsung dikuasai oleh negara.
Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang tidak
dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Menurut ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 224/1961 selain dari tanah kelebihan; tanah absentee; tanah
swapraja dan bekas swaparaja terdapat juga obyek landreform yang berasal
dari tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara. Menurut penjelasan
pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No0.224/1961 tanah lain yang langsung
dikuasai oleh negara dapat berupa tanah-tanah partikelir; tanah-tanah dengan
hak guna usaha yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau
dibatalkan; tanah-tanah kehutanan yang telah diserahkan kembali
penguasaannya oleh jawatan yang bersangkutan kepada negara dan lain-lain
(Harsono, 1992:775). Menurut penjelasan Kasubsi Pengendalian Penguasaan
dan Pemilikan Tanah, maka terhadap tanah-tanah lain yang di kuasai langsung
oleh negara sebelum diredistribusikan terlebih dahulu ditegaskan menjadi tanah
obyek landreform oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional (berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan
Agraria No. 30/Ka/1962).

2. Tanah-tanah yang dibagi hasilkan menurut Undang-undang Perjanjian Bagi
hasil (UU No. 2 Tahun 1960).

2.3.2 Redistribusi

A. Pengertian Redistribusi

Hubungan antara redistribusi dengan landreform, dapat dikatakan bahwa
landreform merupakan induk dari pelaksanaan redistribusi. Istilah redistribusi

herasal dari istilah asing atau Bahasa Inggris “redistribution”, yang artinya
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pembagian kembali. Kemudian ini dialingunakan menjatii ISHIAEL TLRIS BEE
kaitannya-dengan pelaksanaan landreform yaitu pelaksanaan redistribusi tanah.
Menurut Boedi Harsono (2002: 381), istilah redistribusi ini-lazim dipergunakan
untuk mengartikan tanah-tanah yang akan dibagikan atau diredistribusikan.
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Sejak dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertaanahan Nasional No. 3
Tahun 1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara
Swadaya , pembagian/redistribusi tanah kepada petani yang mengusahakan atau
mengerjakan tanah obyek landreform itu diselenggarakan secara swadaya, yaitu
redistribusi tanah negara oleh pemerintah yang ditunjang paxtisipasi aktif dan
dibiayai oleh petani penerima redistribusi tanah yang bersangkutan (pasal 1 ayat
(3)). Hal ini, dilakukan mengingat bahwa pada dasarnya pelaksanaan pengaturan
penguasaan tanah obyek /andreform merupakan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.
B. . Tujuan Redistibusi
Tujuan redistribusi swadaya adalah untuk meningkatkan pembagian tanah
kepada para petani penggarap yang sanggup berperan serta dalam pelaksanaan
dan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan. Adapun sasaran dari
redistribusi ini, yaitu:
|. tertatanya penggunaan tanah obyek landreform dalam bidang-bidang tanah
yang teratur disertai dengan tersedianya prasarana jalan dan/atau saluran irigasi
serta kemungkinan penyediaan areal untuk kawasan lindung dan fasilitas
‘ umum.
2. terselenggaranya pembagian tanah yang merata dengan tidak menimbulkan
perbedaan pemilikan tanah yang besar.
3. tersedianya tanah yang dapat dimanfaatkan dan menjadi modal kehidupan
' petani yang dikelola secara koperatif. (pasal 3 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1991)
G Pelaksanaan Redistribusi
Tanah perkebunan yang menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh

negara sebelum dilaksanakan redistribusinya terlebih dahulu ditegaskan sebagai

il beiile T deiadiiinn ~lak AMMantari Namara Aararia/ Kenala Radan Pertanahan
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pasal 14 dan pasal 15 dengan ketentuan harga yang harus dibayar ditetapkan

menurut perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 (Hutagalung, 1985:42-

46). Dengan demikian, aturan-aturan dalam rangka melaksanakan redistribusi

tanah negara bekas perkebunan yang langsung dikuasai oleh negara adalah

sebagai berikut:

|, Penetapan para petani penerima redistribusi

Di dalam menetapkan penerima redistribusi, diatur ketentuan tentang tingkat

prioritas serta syarat-syarat yang harus dipunyai oleh calon penerima

redistribusi. Pasal 8 ayat (1) mengatur tentang tata urutan petani yang layak

. menerima redistribusi, antara lain adalah sebagai berikut:

a.
b.

g
h.

penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;

buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang
bersangkutan,

pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;

penggarap yang belum sampai tiga tahun mengerjakan tanah yang
bersangkutan;

penggarap yang mengerjakan tanah hak-pemilik;

penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi ‘peruntukan lain
berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3),

penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektare;

pemilik yang tanahnya kurang dari 0,5 hektar;

petani atau buruh tani lainnya.

Beberapa konsepsi yang menjelaskan lebih lanjut tentang tingkat prioritas
tersebut di atas, diatur dalam Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 pasal 8

ayat (3) sampai dengan (6), sebagai berikut:

a.

Petani adalah orang, baik yang mempunyai atau tidak mempunyai tanah
sendiri yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk
pertanian;

Penggarap adalah petani yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan

secara aktif tanah yang bukan miliknya dengan memikul sebagian atau
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Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh petani calon penerima
redistribusi terdiri dari syarat-syarat yang sifatnya umum, ditujukan kepada
seluruh golongan prioritas calon penerima redistribusi dan juga syarat-syarat
khusus yang ditujukan kepada masing-masing golongan prioritas tersebut
dalam pasal 8. Kedua persyaratan tersebut diatur di dalam pasal 9 Peraturan
Pemerintah No. 224/1961, yaitu:

a. syarat-syarat umum
Warga Negara Indonesia; Bertempat tinggal di wilayah Kecamatan letak

tanah yang bersangkutan; Kuat bekerja dalam bidang pertanahan.

b. syarat-syarat khusus
bagi petani yang tergolong prioritet a; b; e; f dan g, telah mengerjakan tanah
yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, bagi
petani yang tergolong dalam prioritet d, telah mengerjakan tanahnya 2 (dua)
musim berturut-turut; bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritet
¢, telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

. Ukuran luas tanah

Ukuran luas tanah yang diredistribusikan kepada masing-masing petani
penerima redistribusi berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah
No0.224/1961 dibedakan antara daerah padat dan daerah tidak padat seperti
yang termaksud dalam Undang-Undang No.56/Prp/1960. Dalam rangka
melaksanakan redistribusi tanah di daerah-daerah yang termasuk dalam
kategori padat, penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai
berikut:

a. pengggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih,
tidak mendapatkan pembagian;

b. penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar,
mendapat pembagian seluas tanah yang dikerjakan, tetapi jumlah tanah
milik dan tanah yang dibagikan kepadanya itu tidak boleh melebihi 1 hektar;

c. penggarap yang tidak mempunyai tanah sendiri mendapat pembagian seluas
tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya tidak boleh
melebihi 1 hektar;

d. petani yang tergolong dalam prioritet b; d; e dan f pasal 8 ayat (1), mendapat
pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a; b dan c tersebut
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Masa persewaan adalah periode sebelum tanah-tanah obyek landreform
diberikan ) kepuitasan/pemberiant (hak, miliknyac kepada cpetani péaerma
redistribusi. Dalam periode ini para penerima redistribusi diberikan izin
menggarap tanah obyek /andreform tersebut dalam jangka waktu paling lama
dua tahun serta dibebani dengan uang sewa yang harus dibayar kepada
pemerintah (pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224/1961). Untuk
keperluan tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 38
Tahun 1981, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengeluarkan
Surat Izin Menggarap (SIM) serta mendapat besarnya uang sewa yang
dipungut.
. Pemberian hak milik
Untuk memperoleh hak milik atas tanah obyek /andreform, para calon petani
penerima redistribusi harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:
a) termasuk dalam tingkat prioritas petani benerirna redistribusi menurut pasal
8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 224/1961;
b) memenuhi persyaratan umum dan khusus dalam pasal 9 Peraturan
Pemerintah No.224/1961;
¢) memenuhi kewajiban membayar sewa sebagaimana dimaksud di atas.
Setelah memenuhi masa persewaan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat IT mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
agar para petani yang telah memenuhi persyaratan tersebut diberikan hak milik.
Dalam pemberian hak milik tersebut disertai dengan kewajiban-kewajiban
sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.
224/1961, antara lain:

a. membayar harga tanah menurut ketentuan pasal 15 Peraturan Pemerintah
No. 224/1961, harga tanah tersebut tiap hektarnya sama dengan besarnya
ganti kerugian yang diberikan kepada bekas pemilik menurut ketentuan
nacal & dan ditamhah dengan biava administrasi sebesar 6% sebagaimana
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c. setelah dua tahun sejak tanah tersebut diberikan hak milik, setiap tahun
harus dicapai kenaikan hasil dari tanamannya;
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bersangkutan.
5. Harga tanah'danganti kerugian

Besarnya harga tanah perhektar yang harus dibayar oleh penerima

redistribusi adalah sama dengan jumlah rata-rata ganti kerugian yang diberikan
kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. Adapun jumlah dari ganti
kerugian tersebut ditetapkan oleh Panitia Pertimbangan Landreform Daerah
Tingkat Il dengan mendasarkan kepada hasil rata-rata selama lima tahun
terakhir dengan mempergunakan perhitungan berdasarkan golongan klas dari
tanahnya (penjelasan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 224/1961).

D. Pelaksana Redistribusi

Menurut Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 yang disempurnakan
dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964, pelaksana redistribusi tanah
obyek landreform adalah menjadi tugas Panitia Pertimbangan Landreform yang
dibentuk dari tingkat pusat sampai tingkat desa.. Oleh karena tidak sesuai lagi,
Keputusan Presiden No0.263/1964 dicabut dengan Keputusan Presiden No. 55
Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggara Landreform.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1980, tugas
penyelenggara landreform menjadi tugas dari Menteri Dalam Negeri; para
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II; Camat dan Kepala Desa selaku wakil Pemerintah pusat di daerah
(pasal 2 ayat (2)). Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, penyelenggara
landreform dibantu oleh Dirjen Agraria; Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan
Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya. Sejak berlakunya Keppres No. 26
Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka tugas-tugas dalam
penyelenggaraan landreform tersebut beralih kepada Kepala Badan Pertanahan
Nasional Pusat, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan

17 memnla IV antne Dartanahan K ahimaten/ Kntamadva
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Kabupaten/Kotamadya. Panitia Pertimbangan Landreform bertugas memberi

caran dan nerfimhanoan tentane nenvelengearaan landreform sesuai derzan tugas
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dan wewenangnya. Adapun susunan Panitia Pertimbangan Landreform

Kabupaten/Kotamadya [ yaitu-terdiri dari:

a.

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat' II, sebagai ketua
merangkap anggota;

Kepala Kantor Agraria Kabupaten /Kotamadya, sebagai wakil ketua
merangkap anggota;

Seorang pejabat pamong praja yang ditunjuk oleh Bupati/Walikotamadya,
sebagai anggota;

Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Resort Kepolisian Kabupaten/
Kotamadya, sebagai anggota;

Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/
Kotamadya, sebagai anggota; ,

Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi yang
bersangkutan, sebagai anggota;

Seorang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Koperasi Kabupaten/
Kotamadya, sebagai anggota;

Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa
Kabupaten/Kotamadya, sebagai anggota;

Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Sosial Politik
Kabupaten/Kotamadya, sebagai anggota;

Seorang wakil yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan cabang Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten/Kotamadya, sebagai anggota.

Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform ditingkat Pusat, Propinsi

dan Kabupaten/Kotamadya diseluruh Indonesia terealisasi pada tanggal 21

Pebruari 1981 berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 1981.

Tugas kelompok kerja tersebut yaitu untuk menyiapkan bahan, membahas serta

4

2.3.3 Pengertian Hak Negara atas Tanah

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang tidak
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dipunyail dengan sesuatu hak atas tanah (pasal 1 angka 5 roiditidll TLHILiEs
No. 24 Tahun 1997), Yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara dalam pasal ini
bukan berarti “dimiliki”, akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada
negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, untuk pada tingkat
tertinggi:
| a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaannya;
b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dipunyai atas (bagian dari) bumi,
air dan ruang angkasa itu;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang

angkasa. (pasal 2 ayat (2) UU No.5/1960)

Wewenang menguasai dari negara khususnya hak negara atas tanah pada dasarnya
ditujukan untuk mencapai kemakmuran para petani penggarap, dalam rangka

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila

Kekuasaan/hak negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak
oleh seseorang atau pihak lain adalah lebih luas dan penuh. Negara dapat
memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau Badan Hukum
dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misal Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau memberikannya dalam
pengelolaan kepada suatu badan penguasa untuk dipergunakan bagi pelaksanaan
tugasnya masing-masing. (Harsono, 1992:29)

2.3.4 Pengertian Hak Milik
Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, menyebutkan bahwa:

(1) hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
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Turun temurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama

hidupnya orang yang mempunyai tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya
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apabila pemiliknya meninggal dunia.

Terkuat- menunjukkan bahwa hak milik jangka waktunya tidak terbatas.
Hal ini, berbeda dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang jangka
waktunya terbatas. Terkuat berarti hak tersebut terdaftar dan ada tanda bukti
Hﬁknya, sehingga dapat dipertahankan dari pihak lain.

Terpenuh artinya hak milik memberi wewenang yang paling luas kepada
empunya; hak milik merupakan induk dari pada hak-hak lain; hak milik tidak
berinduk pada hak atas tanah lain; dilihat dari peruntukkannya hak milik bersifat
tak terbatas. (Perangin, 1994:237)

Penggunaan hak milik harus mengingat ketentuan pasal 6 UUPA, yaitu
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pengertiannya bahwa tanah
tersebut selain dimanfaatkan secara pribadi harus bermanfaat untuk kepentingan
negara/ masyarakat. Jadi, pada dasarnya hak milik bukanlah hak mutlak, artinya di
atas hak milik terdapat hak menguasai negara sebagaimana ketentuan pasal 2
UUPA. Dengan hak menguasai negara, maka negara dapat melakukan pencabutan
hak atas tanah berdasarkan pasal 18 UUPA dan pasal 7 jo pasal 17 mengenai
ketentuan-ketentuan peraturan landreform, dalam hal ini mengenai pcmbatasan
maksimum tanah pertanian serta larangan pemilikan tanah pertanian secara
absentee. Oleh karena itu, pemegang hak milik wajib memanfaatkan tanah
seefektif mungkin, apabila berupa tanah pertanian harus meningkatkan

kesuburannya serta menjaga kelestariannya.

AT

-

II. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara Bekas Perkebunan di Desa

Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Qamarti 4alah dinrailan nada latar helakane masalah. bahwa tanah negara
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yang terletak di Dusun Bolorejo Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten
Kediri adalah berasdl dari-tanah-perkebunan jbekas Kebun Galuhan (hak erfach)
y'ang sebelum tahun 1958 dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Beralihnya tanah
perkebunan bekas hak erfacht yang semula dikuasai oleh Pemerintah Belanda
kepada Pemerintah Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun
1956 tentang Pengawasan terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan,
khususnya pasal 4 ayat (4) yang menyebutkan bahwa

“tanah perkebunan yang haknya dibatalkan menurut ketentuan pasal ini sejak
tanggal surat keputusan pembatalannya menjadi tanah negara, bebas dari
semua hak-hak pihak ketiga yang membebaninya™.

Penguasaan Pemerintah/Negara Indonesia atas tanah bekas perkebunan
(hak erfacht) menjadi lebih jelas dan tegas dengan berlakunya Undang-Undang
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (pasal Il
Ketentuan Konvensi) yang merupakan hukum tanah nasional. Sejak beralihnya
tanah bekas perkebunan kepada pemerintah Indonesia, petani Desa Wonorejo
mulai mengusahakan atau mengerjakan tanah negara bekas perkebunan sebagai
lahan pertanian untuk tanaman tebu dan ketela.

Pada tanggal 15 Desember 1964 Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Jawa
Timur mengeluarkan Keputusan No. 1/Agr/SD/XV 110/HM/Perk mengenai
redistribusi tanah kepada petani yang menguasai dan mengerjakan tanah negara
bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Tetapi
pelaksanaan redistribusi tanah waktu itu ditujukan hanya untuk pencapaian target
program landreform saja sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi,
mnlinmmn latals tanah vana diredictrihucikan nnn tidak ielas dan iuea tidak disertai
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yang diusahakan atau dikerjakannya, dan terhadap tanah yang bersangkutan
diberikan dengan status hak pakai.

Dalam rangka mengatasi masalah ini dan sekaligus untuk memberikan
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah negara bekas perkebunan yang
telah digarap oleh masyarakat Desa Wonorejo, pemerintah dalam hal ini Instansi

Badan Pertanahan Nasional mengadakan penertiban tanah-tanah obyek

~
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Keputusan redistribusi  No. 1/Agr/SD/XI/110/HM/Perk tidak berlaku lagi
(Keputusan’ Menteri Négara' Agraria/Kepala’ Badan Pértanatian Nasional No. 11
Tahun 1997). Terhadap tanah-tanah obyek landreform yang berasal dari tanah
yang langsung dikuasai oleh negara seperti tanah-tanah partikelir; tanah-tanah
dengan hak guna usaha yang telah berakhir jangka waktunya, dihentikan atau
dibatalkan; tanah-tanah kehutanan yang telah diserahkan kembali penguasaannya
oleh jawatan yang bersangkutan kepada negara dan lain-lain, sebelum
dilaksanakan redistribusi ter'ebih dahulu ditegaskan sebagai tanah obyek
landreform oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Sesuai dengan penjelasan Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 4 Maret 2004,
bahwa tanah negara bekas perkebunan seluas 100 hektar yang terletuk di Desa
Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah sebagian dari tanah-tanah
nggara yang telah ditegaskan sebagai tanah obyek pengaturan penguasaan
tanah//landreform sejak tanggal 3 Mei 1982 dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 68/DJA/1982 dan dibagi dalam 660 bidang. Setelah ditegaskannya
sebagai obyek landreform, yaitu antara tahun 1982 sampai dengan 2002 tanah
negara bekas perkebunan yang terletak di Desa Wonorejo belum pernah
d;redism'busikan lagi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.
Dalam rangka pelaksanaan penertiban tanah-tanah obyek landreform,
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri meredistribusikan tanah negara
bekas perkebunan di Desa Wonorejo untuk pertanian dan perumahan. Menurut
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bahwa terhadap tanah obyek /andreform yang masih merupakan tanah pertanian
maka tanahnya diredistribusikan kembali kepada petani atau petani bekas
penerima redistribusi tanah sebagaimana diktum pertama Surat Keputusan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997
yang masih menguasai dan mengerjakan tanah serta memenuhi persyaratan
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Sedangkan terhadap tanah

yang sejak semula diredistribusikan untuk tempat tinggal/perumahan dan tidak

1 Lob o o al3ale maidee AlleAlisaddraw Adawi aAleraly TawAduwafasnan Aan
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tetap diredistribusikan, sebab tanah-tanah yang demikian dibagikan dalam rangka
semangat | landyeform |vang berprinsip tidak| hanya-tanal antuk |tani)tetapijuga
tanah untuk golongan ekonomi lemah.

Kegiatan redistribusi tanah obyek /andreform kepada para penggarap atau
petani bekas penerima redistribusi tanah yang masih menguasai dan mengerjakan
tanahnya membutuhkan waktu untuk penelitian dan pengujian. Sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224/1961 pasal 14 ayat (1), yéng berbunyi:

“sebelum dilaksanakan pemberian hak milik secara definitif menurut
ketentuan prioritet tersebut pada pasal 8 ayat (1), maka para petani yang
mengerjakan tanah-tanah yang disebut pasal 1 huruf a, b dan ¢ diberikan izin
untuk mengerjakan tanah yang bersangkutan untuk paling lama dua tahun,
dengan kewajiban membayar sewa kepada pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga)
dari hasil panen/uang yang senilai dengan itu”.

Wewenang memberikan izin kepada para petani penggarap (calon
penerima redistribusi) untuk mengusahakan/mengerjakan tanah-tanah obyek
landreform itu dalam jangka waktu paling lama dua tahun dengan kewajiban
membayar uang sewa sebesar sepertiga dari hasil panen setahun ada pada
pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Panitia Pertimbangan Landreform Daerah
Tingkat 1T Kediri harus mengeluarkan Surat Izin Mengerjakan (SIM) dalam masa

persewaan ini. Tetapi, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di
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Menurut penjelasan Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan
Tanah pada tanggal 8 April 2004, dasar dari tidak dikeluarkannya SIM oleh
Panitia Pertimbangan Landreform Daerah Tingkat II Kediri adalah adanya Surat
Edaran Menteri Agraria/ Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 420-4816
tertanggal 11 Desember 1998, yang menyebutkan bahwa pemberian tanah dengan
hak milik ini dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan dan biaya
administrasi. Sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri memutuskan
blahwa pelaksanaan redistribusi terhadap tanah negara bekas perkebunan (obyek
landreform) Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kedin tidak perlu

melalui masa persewaan terlebih dahulu. Adapun pertimbangan lainnya, yaitu
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dikelola melalui DIK-S (Daftar Isian Kegiatan Suplemen) Tingkat I Jawa Timur.
Hal ini didasarkan pada hasil sidang Panitia Pertibangan Landreform Kabupaten
Kediri pada tanggal 29 Oktober 2002 yang menyebutkan bahwa pembiayaan
pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo
Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dilakukan dengan swadaya murni, yaitu
pelaksanaan redistribusi tanah obyek /andreform yang ditunjang peran aktif dan
biaya sendiri oleh petani calon penerima redistribusi yang bersangkutan. (pasal 1
huruf ¢ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1991)

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan redistribusi atas tanah negara bekas
perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri yang telah
ditetapkan sebagai obyek /landreform, menurut keterangan Sekretaris Desa
Wonorejo pada tanggal 7 April 2004 atas tanah negara yang bersangkutan hanya
diberikan kepada penggarap atau petani bekas penerima redistribusi yang masih

menguasai dan mengerjakan tanah yang bersangkutan serta yang berperan aktif
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d. penggarap yang belum sampai tiga tahun mengerjakan tanah yang
bersangkutan;

e. penggarap yang mengerjakan tanah hak-pemilik;

f penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain
berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);

g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektare;

h. pemilik yang tanahnya kurang dari 0,5 hektar;

i. petani atau buruh tani lainnya.

Bagi penggarap atau petani bekas penerima redistribusi yang masih
menguasai atau mengerjakan tanah yang bersangkutan tetapi bertempat tinggal di
luar wilayah Kecamatan Wates (pemilikan secara absentee), maka mereka harus
pindah ke wilayah Kecamatan letak tanah yang akan diredistribusikan atau
mereka harus melepaskan tanah yang dikuasainya untuk diredistribusikan kepada
orang lain. Bagi mereka yang tinggal di luar Desa Wonorejo tetapi masih dalam
lingkup wilayah Kecamatan Wates tidak terkena ketentuan pemilikan tanah secara

absentee. Jadi, dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas
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perecounan dl Lesa vvonorcjo pelieliilila ITUistiivusiilyd tddh Ldilyd HHsithd yallos
bertempat _tinggal di Desa Wonorejo saja, melainkan juga penggarap yang
bertempat tinggal di desa Iain yang masth dalam satu wilayah Kecamatan Wates.
Sebagaimana yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan  Kabupaten Kediri No. 420.3.352.5.15.2003 dan No.
420.3.352.5.16.2003 bahwa tempat tinggal petani penerima redistribusi antara lain
meliputi Desa Pagu, Desa Sumber Agung, Desa Tawang, Desa Gadungan, Desa
Plaosan dan Desa Pojok yang semuanya masih dalam lingkup wilayah Kecamatan
Wates. Hal ini, didasarkan pada ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah No.
224/1961 yang berbunyi:

“untuk mendapatkan pembagian tanah untuk petani yang dimaksud dalam

ﬂﬂt‘ﬂ] Q 1‘\0"’!!0 ‘I‘l"\ﬂmpﬂilh{'
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Berdasarkan syarat-syarat khususnya yang tercantum dalam pasal 9 huruf
b Peraturan Pemerintah No. 224/1961, penggarap yang diprioritaskan/
diperbolehkan menerima redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa
Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah mereka, baik petani bekas
penerima redistribusi yang masih menguasai atau mengerjakan tanah yang
bersangkutan maupun penggarap yang baru (ahli waris atau petani yang
menguasai tanah yang bersangkutan karena peralihan hak). Sepanjang mereka
telah mengusahakan/menggarapnya paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut.
Jika para penggarap dalam mengusahakan/mengerjakan tanahnya belum sampai 3
tahun, maka untuk dapat menjadi penerima redistribusi mereka harus sudah
mengerjakan tanahnya 2 (dua) musim berturut-turut. Bagi penggarap baru yang
disebabkan oleh adanya peralihan hak, maka penggarap yang bersangkutan harus
menunjukkan keterangan peralihan hak yang diketahui oleh Kepala Desa . Hal ini
mengingat bahwa tanah negara bekas perkebunan tersebut pada tahun 1964
pernah diredistribusikan sehingga masyarakat merasa sebagai empunya.

Pembagian tanah negara bekas perkebunan yang dilaksanakan di Desa

Wonorejo dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah obyek /andreform hanya

Alnmninilinn  Aamann tanah wana talah  Aincahalr-an Aan Aillariallan aleh nara
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penggarap calon penerima redistribusi. Menurut keterangan dari Kepala Desa
Wonorejol pada |tanggdl 7-April 2004, 'bagi para\penggarap; vang tidak memiliki
tanah sendiri, tetapi mengusahakan/mengerjakan tanah yang bersangkutan (sewa
tahunan) tidak mendapat pembagian tanah seluas tanah yang dikerjakan
sebagaimana ketentuan pasal 10 huruf ¢ Peratuaran Pemerintah No. 224/1961.
Padahal, penetapan luas tanah yang diredistribusikan sudah diatur dalam
ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 224/1961, yang berbunyi:

“di daerah-daerah yang padat sebagai yang dimaksud dalam UU
No.56/Prp/1960 di dalam melaksanakan pembagian tanah menurut pasal 8,
penetapan luasnya dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut:

a. penggarap yang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih

tidal mendanat nemhbagian-
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c. penggarap yang tidak mempunyai tanah sendiri mendapat pembagian seluas
tanah yang dikerjakan, tetapi tanah yang dibagikan kepadanya tidak boleh
melebihi 1 hektar;

d. petani yang tergolong dalam prioritet b; d; e dan f pasal 8 ayat (1), mendapat
pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a; b dan c tersebut
di atas;

e. petani yang tergolong dalam prioritet c; g; h dan i pasal 8 ayat (1) mendapat
pembagian tanah untuk mencapai luas 0,5 hektar. (pasal 10 ayat (1).

Hal ini terjadi karena Kabupaten Kediri menurut Surat Keputusan Menteri Negara
Agraria No. SK 978/Ka/1960 adalah daerah tingkat Il yang tergolong sangat
padat, sehingga pengaturan penguasaan dan pemilikannya dibatasi mengingat
lahannya terbatas. Menurut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kediri No. 420.3,352.5.15.2003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 yang tertanggal 28
Agustus 2003, luas tanah yang diberikan hak milik kepada penerima redistribusi
untuk perumahan adalah 108 m” sampai dengan 3.138 m?, sedangkan luas tanah
yang diberikan hak milik kepada penerima redistribusi untuk tanah pertanian
adalah 1.400 m” sampai dengan 10.664 m’.

Bagi penggarap penerima redistribusi tanah negara bekas perkebunan di

Desa Wonorejo tidak dikenakan ganti kerugian atas pembagian tanah yang telah
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yang langsung dikuasai oleh negara dan pembiayaan daripada pelaksanaan
redistribusi /térsebut juga” berasal | langsung |dan (petanmi qénenrhal redistribusi
(redistribusi swadaya murni). |
Pada dasarnya, sasaran dari pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas
perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kedin adalah
membagikan kembali/meredistribusikan tanah obyek /andreform (tanah negara
bekas perkebunan) yang selanjutnya diberikan hak milik kepada penggarap atau
pf:tani penerima redistribusi. Kesemuanya itu adalah dalam rangka memberi

kepastian hukum dan kepastian atas tanah kepada penerima redistribusi,

meaninalratlban keceiahteraan dan meninokatkan taraf hidun netani/menoocaran di
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obyek landreform menurut penjelasan dari Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan
Pemilikan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 8 April
2004, adalah sebagai berikut:
A. Mengadakan penyuluhan;

Hal ini dimaksud untuk memberikan penjelasan kepada penggarap tentang

maksud dari pada kegiatan redistribusi (tujuan, sasaran dan prioritas calon

penerima redistribusi, termasuk juga hak dan kewajiban bagi calon penerima
hak yang harus dipenuhi) guna memperoleh partisipasi/peran aktif dari para
penggarap. Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan penertiban tanah-tanah
obyek redistribusi /andreform, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri
memberikan penyuluhan kepada penggarap calon penerima redistribusi.

B. Mengadakan pendataan;

Pendataan yang dimaksud disini ada 2 (dua) macam, yaitu:

1) Pendataan obyek (tanah), yaitu dengan mengadakan pengukuran keliling
dan pengukuran bidang per bidang untuk mengetahui luas seluruhnya dan
luas bidang per bidang untuk masing-masing penggarap. Hal 1m
dimaksudkan untuk mengetahui luas tanah yang digarap dan diperlukan

untuk menentukan luas maksimum dan minimum dalam pelaksanaan
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obyeknya, artinya kepastian hak atas tanah yang bersangkutan yang
diurai¥4d dalam gafmbar siniasi sebagai dasas darf-ditertiitkannyal sertifikat.

2) Pendataan subyek (penggarapnya), yaitu untuk mengetahui nama, umur,

kewarganegaraan dari para penggarap, sejak kapan petani menggarap tanah
yang akan diredistribusikan tersebut, keluarga yang masih menjadi

tanggungannya, tempat tinggalnya, pekerjaan dan tanah lain yang telah

dimilikinya. Hal ini, dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Keluarga.

C. Mengadakan seleksi,

Yang dimaksud seleksi disini adalah untuk menyelekst:

1

s A ————_———

tnmamnt tinoaoal Aan mar nenocoaran
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hak milik atas tanah, penggarap harus berwarga negara Indonesia; bertempat
tinggal di tempat kecamatan tanah yang bersangkutan dan kuat bekarja di
bidang pertanian. Jika penggarap bukan berwarga negara Indonesia, atau
bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah atau usia penggarap telah
lanjut dan tidak dapat mengerjakan tanah secara aktif, maka tidak dapat
menerima redistribusi. Tetapi larangan itu tidak berlaku terhadap pemilik
yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan
tempat letak tanah yang bersangkutan, asal jarak antara tempat tinggal
pemilik dengan tanahnya menurut pertimbangan Panitia Pertimbangan
Landreform Daerah Tingkat IT masih memungkinkan untuk mengerjakan
tanah yang bersangkutan dengan efisien.

Sejak kapan menggarap.

Sesuai dengan syarat-syarat khusus pada pasal 9 Peraturan Pemerintah
No0.224/1961 disebutkan bahwa untuk mendapat redistribusi tanah harus
menggarap paling sedikit 3 tahun tanah yang bersangkutan atau 2 musim
berturut-turut bagi penggarap yang dalam menguasai/mengerjakan tanahnya

kurang dari 3 tahun. Jadi yang diprioritaskan/diperbolehkan menerima

— wr 1 f Yt i e s dalah
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menggarap selama tiga tahun atau 2 musim berturut-turut.
3. Berapd a5 tanah<parapandeirnasuk tandh lanryang dimifiki.

Luasnya tanah garapan yang boleh dihaki/dimiliki dalam pelaksanaan
redistribusi adalah harus sesuai dengan ketentuan pasal 10 Peraturan
Pemerintah No. 224/1961 ayat (1) huruf a sampai dengan e. Dalam rangka
pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas perkebunan yang terletak di
Desa Wonorejo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri mengambil
kebijaksanaan yaitu atas tanah yang diredistribusikan hanya diberikan hak

milik sesuai dengan yang telah dikuasai atau dikerjakan oleh penggarap
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dilaksanakan. Pengumuman tersebut ditempelkan di papan yang telah
disediakan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan, dapat berupa
peta hasil pengukuran bidang perbidang dan daftar kolektif para penggarap
yang telah diseleksi dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Hal ini, dimaksudkan
agar para penggarap mempunyai kesempatan untuk meneliti bilamana terdapat
kesalahan nama, ukuran yang selanjutnya dapat diadakan pembetulan.

. Mengadakan penerbitan Surat Keputusan Usulan Redistribusi;

Setelah jangka waktu 1 bulan sejak dikeluarkan pengumuman dan tidak ada
lagi kesalahan-kesalahan, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
menerbitkan Surat Usulan Redistribusi (tembusan) yang disampaikan kepada
Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

. Mengadakan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pemberian Hak Milik.
Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Usulan Redistribusi, Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten yang bersangkutan menerbitkan Surat Keputusan
Penetapan Hak Milik dengan kutipannya. Schingga secara definitif para
penggarap/penerima redistribusi telah menerima hak milik secara definitif
sebagaimana yang dimaksud UUPA.

Qetelah nara nengearap menerima hak milik secara definitif, dalam hal im
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setelah menerima kutipan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang
diterbitkam ; oleh, | Kepala- Kantor .. Pertanahan Kabupaten  Kediri No.
420.3.352.5.15.2003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 yang tertanggal 28 Agustus
2003, maka petani penerima redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa
wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri diwajibkan memenuhi syarat-
syarat sebagaimana diktum keempat yang tercantum dalam Surat Keputusan
Penetapan Pemberian Hak Milik yang diterimanya. Syarat-syarat dimaksud
adalah sebagai berikut:
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b. tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997,

c. yang bersangkutan wajib mengusahakan sendiri/ mengerjakan tanahnya sendir
secara aktif;

d. yang bersangkutan diwajibkan menjadi anggota Koperasi Unit Desa di daerah
letak tanahnya dan wajib meningkatkan hasil produksi tanahnya;

e. hak milik yang diberikan atas tanah tersebut pada diktum PERTAMA, dilarang
dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya kecuali diperoleh
izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;

f kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban diatas dapat
dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang diberikan.

Syarat-syarat tersebut di atas sesuai yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) dan

(5) Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang berbunyi:

“ayat (4): selama harga tanah yang dimaksud dalam huruf a di atas belum
dibayar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan
kepada orang lain, kecuali dengan izin Menteri Agraria atau pejabat
yang ditunjuk olehnya.

Ayat (5): kelalaian di dalam memenuhi kewajiban tersebut pada ayat (1) atau
(3) pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat
(4) dapat dijadikan alasan untuk mencabut izin mengerjakan tanah
yang bersangkutan atau hak miliknya, tanpa pemberian sesuatu

[ah Fg
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Menteri A—graria atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Pencabutan
izin mengerjakan tidak dilakukan oleh Panitia Pertimbangan
llandreform Dderah Mingkat LT

Bagi penggarap atau petani penerima redistribusi tanah negara bekas
perkebunan di Desa Wonorejo yang telah menerima kutipan Surat Keputusan
Penetapan Pemberian Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kediri, berarti bahwa mereka telah mendapat kepastian hukum dan
kepastian hak atas tanahnya (yang digarap) dengan status hak milik. Namun,

35

telah diberikan dapat dicabut kembali sebagaimana ketentuan Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri No. 420.3.352.5.15.2003 dan No.

420.3.352.5.16.2003 huruf f.

Sesuai dengan diktum keempat huruf a Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan  Kabupaten Kedin No. 420.3.352.5.15.2003 dan No.
420.3.352.5.16.2003 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi
Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah, penggarap penerima redistribsi telah
mendapaat Hak Milik dan harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kediri. Bilamana mereka telah memenuhi persyaratan, kewajiban dan telah
menerima sertifikat berarti hak atas tanahnya telah memenuhi kekuatan hukum
yang pasti (tetap). Kepastian yang dimaksud, adalah:

1) kepastian subyeknya; yaitu mengenai haknya (hak milik) dan siapa pemegang

" haknya.

2) Kepastian obyeknya, yaitu mengenai batas-batasnya, letak, luas dan
penggunaannya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi berdasarkan dari
hasil pengukuran,

Sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian

Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri

No. 420.3.352.5.15.2003 dan No. 420.3.352.5.16.2003 huruf e, maka hak milik

tersebut apabila akan dialihkan harus dengan izin Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Kediri.
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3.2 Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah
Negara Bekas Perkebunan di Desa Wonorejo.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan
redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kecamatan Wates
Kabupaten Kediri, adalah:

1. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengukuran pada Kantor

pertanahan Kabupaten Kediri pada tanggal 6 April 2004 yang menjadi salah
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redistribusi merupakan tugas bagian Penguasaan dan Pemilikan Tanah, akan

tetapi pengukuran merupakan salah satu dari tahap dalam pelaksanaan kegiatan

redistribusi tersebut. Sehingga kurangnya tenaga tehnis di bidang pengukuran
dapat menyebabkan pelaksanaan redistribusi menjadi terhamba:. Selain
kurangnya tenaga tehnis di bidang pengukuran, kerusakan alat-alat uikur, juga
dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan pengukuran.

2. Hambatan dari masyarakat.

Selain faktor penghambat yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Kediri seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dari hasil pengamatan

dilapangan dan hasil wawancara dengan pihak terkait, juga diperoleh beberapa

faktor penghambat, antara lain:

a. kurangnya kesadaran masyarakat/penggarap akan arti pentingnya
redistribusi tanah dan jaminan hukum terhadap hak atas tanah:;
Bervariasinya tingkat pendidikan masyarakat (penggarap tanah negara
bekas perkebunan menyebabkan pelaksanaan redistribusi tersebut kurang
memenuhi target yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala Desa Wonorejo pada tanggal 7 April 2004 bahwa para penggarap/

petani petani yang belum menjadi peserta dalam pelaksanaan kegiatan

radictrihnci Adidocaniia mavaritne +Hidals mmanaatalhesl cmne o cimeen A1 13
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dengan redistribusi itu sendiri. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui
manfaat-dari, adanya -pelaksanaan, réistribusi~yangt membeérikan |jaminan
terhadap hak atas tanah yang telah diusahakan atau dikerjakannya selama
ini.

. keadaan sosial ekonomi masyarakat penggarap.

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Wonorejo juga bervariasi,
artinya antara satu dengan yang lain tingkat ekonominya berbeda. Menurut
keterangan para Perangkat Desa Wonorejo pada tanggal 7 April 2004 yang

sebagian juga penerima redistribusi tanah adalah bahwa mata pencaharian

mereka (petani penggarap) bermacam-macam, ada yang hanya

3

negeri, tukang kayu, buruh tani dan lain sebagainya. Bervariasinya mata
pencaharian petani penggarap itu mengakibatkan keadaan sosial ekonomi
mereka ada yang cukup, ada yang sedang dan ada yang sangat kurang.
Rendahnya tingkat ekonomi petani penggarap menyebabkan mereka tidak
dapat membiayai pemberian hak milik atas tanah yang telah digarapnya,

karena dilaksanakan secara swadaya murni.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

IV.  KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1

Berdasarkan uaraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai ber'!ut:
Pada dasarnya pelaksanaan redistribusi tanah negara bekas perkeunan di
Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11
Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi
Landreform. Dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah yang bersangkutan,
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri telah mengeluarkan Keputusan
N0.420.3.352.5.15.2003 dan No0.420.3.352.5.16.2003 tentang Pemberian Hak
Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan
Tanah tertanggal 23 Agustus 2003. ‘

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi, yaitu:
a. kurangnya pegawai/tenaga tehnis yang tersedia pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Kediri, khususnya tenaga tehnis pengukuran serta kerusakan
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b. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat/penggarap akan arti pentingnya
redistribusi- tanah" dan’ jaminan’' hukum 'terhadap' Hak~ atas~ tanall serta

keadaan sosial ekonomi masyarakat penggarap.

4.2 Saran

Saran yang dapat penyusun sumbangkan dalam skripsi ini, adalah sebagai
berikut:
I. Dalam rangka menyelenggarakan redistribusi obyek /landreform secara
swadaya, hendaknya pemerintah tetap memberikan subsidi bagi mereka,
dalam hal ini penggarap yang keadaan sosial ekonominya rendah guna

kelancaran dan kesuksesan daripada pelaksanaan redistribusi.

2. Perlu ditingkatkan kemampuan tehnis maupun jumlah tenaga juru ukur pada
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Cipta.

Perangin, Effendi. 1994. Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut
Pandang Praktisi Hukum). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
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Indonesia.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

I Kalimantan 37 Kampus Tegalhato Kotak Pas 9 JTemher 68121
= (0331)335462 330482 Fax. 330482

Nomor : /325.1.1/T'7.9/ 2004 Jember. 13 Februari 20¢
Lammpiran
Perihal c KONSULTAS]

Yth. Kepala Badah Kesatuan Bangsa
dan Perlindungan Masyaralat
Jl, Soekarno Hatta NO. Kediri

a - KEDIR I.,-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

menghadapkan kepada Saudara secrang mahasiswa ©
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v il 4 oUWl Lncéan ncarwatl

NIM : 000710101088
Program TS T TmuwHukum
Alamal © Jl, Jawa II/10 Jember

Keperluan : Konsuitasi tentang Masalah

"REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS PERKEBUNAN
DI DESA WONOREJO, KECAMATAN WATES KABUPATEN
KECIRI"

Sehubungan dengan hai tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari kensultasi ini digunakan untuk melengkap! bahan
penyusunan skrepsi,

Atas bantvan dan keriasama vang haik kami neapkan terimakasih.,

Delcan.

,\ T 1y e e

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI
JI. Veteran No. 11 Telp. (0354) 771850 - 772066

KE D 'Rl

Nomor
Sifat
[.ampiran :

Perihal

Kediri,‘?-l;_]-‘ebruari 2004

: 000 35'2-';_3&5 Kepada )
. Segera ~ Yth. Sdr. Kepala BAKESBANGLINMAS
- Kabupaten Kedirni
- Persetujuan lokasi penelitian / di
Survey Riset / KKN / PSG / KEDIRI

Prakerin dll.

Memenuhi  Surat  Saudara. tanggal 10 Pebruari 2004, Nomor

0721/17/418.58/2003, perihal seperti terschut  diatas, pada prinsipnya kami
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menyetujul dan tidak Keberatan terhadap rencana penelitian / survey Kiset / KKIN /
Prakerin dil, di wilayah Desz Wonorejo Kecamatan Wates, mengingat di Desa
tersebut terdapat tanah Obyek Landreform yang diredistribusikan kepada petani
penggarap. dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan penelitian  tersebut  tidak  diperkenankan

menimbulkan permasalahan baru dibidang Pertanahan.,

i

Data yang diperoleh  dapat dipergunakan hanya sebatas untuk melengkapi
persyaratan Study.

3. Bersedia memberikan tembusan luporan hasil penelitian kepada Pertanahan

Kabupaten Kediri,

Demikian untuk menjadikan maklum.,

KEPALZEIANTOR PERTANAHAN

}J\ﬁd‘f@ﬁr\l KEDIRI
risf ey

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

J1. Soekarno Hatta Nomor 1 Telp. (0354) 681226 - 689969
KEDIRI

Kediri, 4 Maret 2004

Nomor 1 072!/} /418.58/2004 Kepada :
Sifat : Biasa Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Lampiran : - Kabupaten Kediri.

Perihal . Rekomendasi. di-

Kediri

REKOMENDASI

Menunjuk Surat dari Universitas Jember tanggal 13 Pebruari 2004 Nomor
: 531/J25.1.1/PP.9/2004 permohonan konsultasi.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000.

Bersama ini diberitahukan bahwa :
Nama . DWIENDAH INDARWATI
Alamat :J1. Kalimantan 37 iember
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i fi i e e i i~ i
Kebangsaan : Indonesia
Keterangan  : KOPONG PARON PIUS , SH.S.U. ( Penanggung jawab )

Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan Kegiatan Konsultasi di Wilayah
kerja Saltdara dengan :

Judul Redistridbusi tanah Negara bekas perkebunan di Desa Wonorejo Kec.
Wates Kab. Kediri

Waktu : Dimulai tanggal, 2 Maret 2004 sampai dengan selesai

Lokasi . Kantor Pertanahan Kab. Kedin.

Peserta L.

Penerima Rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
di Wilayah setempat dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan
memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya.
KEPAEA.BAKESBANGLINMAS
A KABBRATEN KED
£
‘\l_g e
TEMBUSAN : Kepada Yth RN 7
1. Bapak Bupati Kediri. (sebagai laporan); “.rrPetibin#’ Tingkat

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

J1. Soekarno Hatta Nomor 1 Telp. (0354) 681226 - 689969
KEDIRI

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Kediri, ,2 Maret 2004

072/ /7 [ 418.58/ 2004 Kepada _
Biasa Yth. Sdr. Kepala Desa Wonorejo_
- Kecamatan Wates
Rekomendasi. di
Wonorejo
REKOMENDASI

Menunjuk Surat dari Universitas Jember tanggal 13 Pebruari 2004 Nomor :

531/125.1/1/PP.9/2004 Perihal permohonan konsultasi .

|. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
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Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nara () DWI) ENDAH| INDARWATE

Alamat . J1. Kalimantan 37 Jember

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan :  Indonesia

Keterangan - KOPONG PARON PIUS, SH.S.U. ( Penanggung Jawab ).
Diberikan Rekomendasi untuk mengadakan Kegiatan penelitian di Wilayah

Kerja Saudara dengan :

Judul : REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS PERKEBUNAN

DI DESA WONORE.JO KEC. WATES.

Waktu - 1(satu ) bulan dimulai tanggal 2 Maret s/d 2 April 2004

Lokasi . Ds. Wonorejo Kec. Wates Kabupaten Kediri

Peserta =

Penerima Rekomendasi wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
di Wilayah setempat dan apabila selesai melaksanakan kegiatannya diwajibkan
memberikan laporan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya.

MENTERI NEG
KEPALA ' BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN'MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASTONAL

NOMOR : 11 TAHUN 1997

' TENTANG
i |

PENERTIBAN T.-\N.-\I';I-TANAI-I OBYEIX REDISTRIBUSI L:\NDREFt‘Rm

MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

. 1
MENIMBANG  : L. ‘ofﬂ\.wn temyata banyak surat keputusan redistribusi yang terbit
' di masa-masa awal pelaksanaan landreform di Indonesia, di .
terbitkan hanya untuk pencapaian target sehingga kurang
rqcm;_acrl.mtikan tertib  administrasi, letak  tanah yang
_dmlédasmb'usikan tidak jelas, penerima -redistribusi tidak
menguasai d.an mengerjakan tanah, setelah 'melampaui jangka
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MENGINGAT

L

2

kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam surat
keputusan  redistribusi,* bahkan banyak yang mengalihkan
hakaya Aanpa [ijin-sebelumcinemenuhi] dervajiban, sehingga
memmbilkah masalah dar sengkela yang berkepanjangan.

bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform/obyek
l’cr:1gaturan Penguasaan Tanah yang demikian, tidak memenuhi
petsyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun
1961 pasal § dan 9 serta melanggar ketentuan Peraturan
Pctmrinmh Nomor 224 Tahun 1961 pasal 14. Pelanggaran
tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak miliknya.
i

bahwa berdasarkan hal tersebut dan dalam upaya mengurangi
banyaknya masaiah dan sengketa yang timbul karenanya, perlu
digdakan penertiban serentak dengan mencabut dan menyalakan
Surat Keputusan redistribusi yang demikian tidak berlaku lagi.

Undang -undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok  Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104),

Undang-Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang Penclapan
Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 21 17y,

3. Peraturan ..........

("3}

q.

6.

L]

Peraturan  Pemerintah Nomor 224  Tahun 196:1 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280);

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 24 Tahun 1963 °

téntang Pclaksanaan pembagian tanah-tanah yang sudah
ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah yang sudah
diusahakan scbagai tambak (Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2616); ’

‘ P:crnl'ur:m Pemerintah Nomor 41 Tahun 196+ tentang Perubahan

dan Tambaban Peraturan Penierintah Nomor 224 Tahun 1961
(Tambahan Lembaran Negara Momor 2702):

4cpm'us:m Presicen Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan
I’lcrl:mnlmn Nasional; .

Peraturan Kepala Bacan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun '
1P91 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan

dan  Penyempurnaan  Peraturan Kepala Badan  Pertanahan
I\lasionnl Nomor 3 Tahun 1991:
I

MEMUTUSKAN
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MENETAPKAN i

PERTAMA t Surat-surat Keputusan: Redistriliusi. Fanah Obyck, bandreform/
obsyieR | LRehgaturan! HIPenguasiah ™ Tamiis yang ~ penerima
redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau  tidak
memenuhi - kewajiban  scbagaimana  tercantum  dalam  Surat
Keputusannya, dizyatakan batal dengan sendirinya dan ‘tidak
berlaku lagi.

KEDUA © Menyatakan  @nal terscbut  pada  Diktum  Pertama  Surat
+ Keputusan ini sebagai tanah negara obyek Pengaturan
Penguasarn Tanah untuk ditata kembali sesuai dengan peruntukan

dan pemanfaatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

KETIGA o Bagi tanah yang tersebut pada Diktum Pertama dan Kedua Surat
keputusan ini, lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan
senyatanya masih merupakan tanah pertanian, maka tanahnya
diredistribusikan  kembali kepada petani atau petani  bekas

. - penerima redistribusi tanah yang tersebut pada Diktum Pertama..-
Surat Keputusan ini, yang masih menguasai dan mengerjakan
tanah  serta memenuhi  persyaratan = ketentuan  Peraturan

Pamperintah Namar 294 Talion 1021 slacaos Loao_weoo_ t . 1
1
3
KEEMPAT : Bagi tanah yang tersebut pada Diktum Pertama dan Kedua Surat

Keputusan jni kenyataan lokasinya menurut tata ruang dan
menurut keadaan senyatanya di lapangan telah berubah dari tanah
pertanian menjadi non pertanian, maka tanahnya dapat ditata dan
diberikan hak melalui kegiatan konsolidasi tanah atau dikeluarkan
dari Obyek | Landrefonn/Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah
dan pemberjan haknya diproses berdasarkan permohonan hak
sesuai peruptukan dan penggunaannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
i

KELIMA ¢ Pelaksanaan lebih lanjut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan
ini agar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya yang bersanpkutan.

KEENAM :  Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditctapkan dengan ketentuan-
dapat ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Di Jakerta

. . Pada Tanggal : 3 DR e /99 -
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MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

IR. SONI IARSONO

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor ¢ 420-2421 Jakarta, 24 Agustus 2001.

Lampiran : - :

Perihal :  Petunjuk | -Pelaksanaan Kepada >
Keputusan Menteri Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Agraria / Kcpala Badan Badan Pertanahan Nasional
z’eﬂ;‘?ahm} | Nas';;g;] 2. Sdr.Kepala Kantor Pertanahan
il g an Kabupaten/Kota
tentang penertiban tanah- di-
tanah Obyek Redistribusi SELURUH INDONESIA

Landreform.

Menunjuk surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Sulawesi Selatar tanggal 6 Juli 2001 No.440-944-53-2001 dan adanya pertanyaan

dari hoharana Adaseals wacilont ot


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Rl Jelaskan nal-nal sepagar berikut ;

L

[

Bahwa tanah-tanal: yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA
dalamn| Surat Kdputesass Ménteri/ Neghra Agrarial L Kepala ‘Badan -FPertanahan
Nasional No.l11 Tahun 1997 yang lokasinya menurut tata ruang dan menurut
keadaan senyatanva masih merupakan tanah pertanian, maka tanahnya
diredistribusikari kembali kepada petani atau petani bekas pencrima redistribusi
tanah yang wasih menguasai dan mengeriakan tanahnya serta memenuhi
persyaratan kctentuan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961, dengan
ketentuan jangka waktu pemenuhan kewajiban, pendaftaran hak serta
pensertifikatan tanalinya sclama-lamanya 2 (dua) tahun scjak dikeluarkan Surat
Keputusan Redistribusi yang baru dan tidak perlu penegasan kembali sebagai
tanah Obyek Landreform.

- Bahwa tanah yang dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA Surat

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11
Tahun 1997 yang kenyataan lokasinya menurut tata ruang dan menurut keadaan
senyatanya dilapangar telah berubah dari tanah pertanian menjadi non pertanian,
maka tanahnya dapat Jitata dan diberikan hak melalui kegiatan konsolidasi tanah
atau dikeluarkan dari Obyek Landreform dan pemberian haknya diproses
berdasarkan permohonan hak sesuai peruntukan dan penggunaannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Bahwa dalam Diktum KELIMA secbagai pelaksanaan lebih lanjut dengan

dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nasional No.11 Tahun 1997 dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Dengan berlakunya Surat Keputusan terscbut di atas tidak jelas penctapan
kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi_atau

»

p——

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota khususnya mengenai per}geluaran
Obyek Landrcform/Pengaturan Penguasaan Tanah sehingga dapat menimbulkan
keraguan dalam peluksanaannya.
"4 Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka sebagai upaya penertiban
- administras: dalam melaksanakan ketentuan Diktum KEEMPAT kh.ususnya
mengenai pe:ngcluaf-ein tanah dari Obyek L:mdref'?rm, pencfap'annya dilakukan
oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Demikian untuk maklum dan dilaksanakan.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
A oS WAKIL KEPALA
HAHA ™S

Aa pabd
A0 ) ~ D
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. 130 367 083

Yth. Bapak Kcpala Badan Pcrtanahan Nas]%nul (scbagai laporan).

i =
FEMERINTAR KABTPATEN ¥EDIRI
KECAMATAR VATES
Jalan Maya Kedirdl Nomor 296 Mlopuns 442403.
WATE S
Whtes, 4 Maret 2002
NomoT y 592.11//5 7 /418.104/2002 Xepada 7
gifat 1 Penting Tth., Slr. XKepala Xantor Dinas
'Impiran‘ § - / Pertanahan Kabuva =
Psribal 1+ Parmohonan pengajuan - 4en Kediri.
tifikat bokas tanah Perke a1 XBEDIRI

bunan.
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CNUNUHEJI U
Hil b o8

Yenperhatikan m;ru'h dpdi e pala D sa Yonorejos. Kecamaten Wwtes ~
tanggal 1 Pebruari 2002, nomoT 1! 592.11/09/418.104.367/2002, perihal-
tersebut peds pokok murat, yang ditujukan kxeveda Swulara dan kami me-~
nerima tembusanmya. .

Perkaiten hal dimaksud, dengan ini mohon untuk segesra direalisa—
sikan mengingat tansh tersebut berdokatsn dengan tanah nerkebunsn To-
aa Gadungan, yang teslah diajikan hak milik pada %ahun 1996, sehingen~
masyarakat sangat mangharapkanmnya.

Domikion untuk menjadikan reriken.

/j/.;_-! el
P
:;' . Jf.‘.
b it
TEMBUSAN * . e
“;‘." i "_ ‘J’
Ttb, 1. Bapak Bupati Kediri L rénatAsingkat T
i ai KEDIRI ¥ive 010 085 7214!
, XEDIRT
- PENSRINTAR KARTPATEN VEDIRI
| CAMAT - WATES
Jalan Raya ¥edirl nomor 296 Telamumne 442401,
WATH 8
wabaps, 16 Juld 002
Romor  + 594/ 47 /418.104/2002 toredn
dfat : "enting Yth. Darek Tumati wairt
Iampdran § - : ai '
Terihal s Tenyuluhan Tanggoarap Th FROIRI

nah Tegara.

Dasar suras dari Pemaln Fantor ~ortanahan Tamional Xaburaten
™AiTi;, sangsnl 8 J4 2002, nomor 1 420.352.5-1165, reribal torm
dut rada r~okok surat.

S - a o aa . - - AN Al BB e il e W s
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hormat baohwa reda hari Slasa, tanggel 16 Juli 2002, telsh dilakma
kan Tenyuluhan renggaran tanah nsgnrn, boriearat di Palal Deen ‘B
torajo, feoanatan Wates, yeng dihsdiri olsh Tetugas teryuluh dari-
Fantor Tertanshan Ksburaten Fedird, L!.ﬂ:"u;a.n mrezta renggurap fanah
nogars ¢ 500 orang, dimulai miad 03.CO 8/4 11.30. ¥R, bdarjalan -
dsngan tertld, lanoar dan aman.

Dalasm moara torsebut telch 44 jalaskan oooara rinoi dan targa
Jamab oloh maenrtn ynng torkeit Zonian remanunlohan’ tanah dimokeud.

Poaikian wntuk monjadikan rerikmen.

e KA, i
Vi AT .
8 / ,,)‘\-_cm.m ATRS
. RS
't_f " \4\,1‘ ‘(: \l g
( Al 0
f L T,
TRMBTBAR T . Ba R \RY BN o0, DA
| Tth. 1. Parek Fordinator ¥eoamatan “enata tingka3d I
d4 NOADILTWIR Rin. 010 086 721,
2. fdr. ¥a.Pekesbanglinmas ¥o ‘
dbunaten Vodiri.
‘(..”
& {
- AGENDA : SIDANG PANITIA I’LRII\’IB:\\’ AN L \\DREPORM
- TAHUN 2002
ks
ACARA :
. Usul Redistribusi Tanah Negara  bekas Perkebunan  Sumbersari Petung  di ,'
Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri: v

Il Usul Redistribusi Tanah Negara Obyek i.andreform di Kecamatan Pare, Gurah dan:

Wates Kabupaten Kediri.
[II. Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPIHTB) terhadap Calon -
Penerima Redistribusi Tanah Negara bekas Perkebunan di Kecamatan Plosoklaten

Kabupaten Kediri.

I.  Usul Redistribusi Tanah Negara bekas Perkebunan PUT. Sumbersari Petung di

Y nansmanbanm NMoasinne
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A. Riwayat Tanah :
| ~Bahwa, PT.-Sumbersari ; Petung, adalal; merupasun. Pemegang hak _Guna
Usaha yang bergerak dalam Wdang Perkebunan dimana Hak Guna Usaha
tersebut diberikan  berdasarkan Surat Keputusan Meweri Dalam Negeri
c.q Direkwr Jendral Agraria tanggal 24 Oktober 1974, Nomor SK
28/HGU/DA74, dan Haknya telah berakhir pada 31 Deserhber 1999,
dengan Aset tanah yang dikuasai berdasarkan Sertipikatnya terletak di Dese
Sempu  (seluas. 3.800.600 M2) Desa Sugihwaras. (seiuas 1.263.890 M2)
Desa  Babadan fSC]llilf; 1.279.270  M2)  jumlah  luas selu;uhnyh.
6.343.760 M2.

Bahwa Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Prop Jatim dalam Fisalahn_m

I~

tanggal 4 Desember 1999 Nomor 04/1999, menvatakan hahwa diatas tanah
"Perkebunan tersebut terdapat Klaim dari masyarahat desa Sugiliwaras, Desa
Babadan dan Desa Sempu seluas + 372 Ha. Selanjutnya atas Klaim tersebut i
diatas Bupati Kediri dengan Suratnya tanggal 29 Nopember 1.?99—, '

menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan diberikan perpanjangar Hak: '.
Guna Usaha kepada PT. Sumbersari Petung atas tanah seluas 404,92 Ifia ;

sedangkan sisanya scluas : 250 Ha kepada pera petani, sehingga Penitia B

nantinya berhak menerima tanah, tersebut diatus telah di lakukan oleh

Bupati Kediri, tanggal 18 Agusius 2000 yang menyatakan telah mengadakan

)

inventarisasi dan pengukuran keliling terhadap tanah seluas 2500.000 m?2
yang akan diredistribusikan kepada masyarakat scbagzi mana diuraikan
dalam peta lokasi u:mlzm obyek. landrelorm tanah bekas HGU
PT. Sumbersari Petung,.

4. Bahwa Kantor wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur. dengan :
suratnya tanggal 5 Junuari 2000, menyampaikan Pertimbangan setu_iﬁ_ k
diberikan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut, yani.; di_lanjul. )
berdasarkan hasi penclitian Tim Badan Pertanahan Nasional tanggal j7=
sampai dengan 19 Maret 2000 diperoleh hasil yang menyatalian,]’{'lf.' :
Sumbersari Petung melanggar i_iin yang diperoleh dari Pejabat yang terkait, d

sehingga dengan demikian maka dipandang teizh cukup alasan iun_tuk_
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3.842.760 m2 k'ep:’u{u PT. Perkebunan Sumbersari Petung, serta scluas
2.5001000 | m @ifiyatduin (3ebakal J{Cbhigt P FROIsvdreforti; oEebut
berdasarkan Keputusan Kepat Badan Pertanzhan Nasional Nomor

66/HGU/BPN.2000, tentang pemberian Plak Guna Usaha atas tanah terletak .

di Kabuapaten Kediri, Propinss Jawa T,

B. Obyek
- Status Tanah : Tanah negara bekas Perkebunan Sumbersari Petung, -
- Luas Tanah  (6.342.760 m2 .
- Letak tanah -+ [resa. Babadan, Sempu dan Sugibwaras, Kecamatan 3
Nueancar Kabupaten Kediri
- Berakhir haknya 31 Desember 1999

C. Subvek (Yang menguasai sckarang)

' ' 'V
’ N ~ 1. 787 KK/Bidang, Petani Desa Sempu, Kee, Ngancar Kab. Jeediri. ,‘;}’ﬁ :
/ 2. S03KK/ Bidang, Pelani Desa Bebadan, Kee. Neanci Kab. Kediri. .éjf )

}\

} \_' 3. 417 KK/Bidang, Petani Desa Sugihwaras, Kee. Ngancar Kab. Kediri. Y s
TN, : ; : 4 e (i
4{\66 KK/Bidang, Petani Desa Ngancar, Kee. Ngancar. Kab. Kediri, e
. ey S :
5. {K/Bidang, Petani Desa Pandantoyo, F.ee. Ngancar Kab. kedm A l,/

D. Lanokah-langkah usul Rcdlstz ibusi vang tulak dilaksanakan :

1. Telah diadakan pengukuran keliling seluruh obyek landreform (Rcdlstnbusu

yang dilanjutkan Pengukuran bidang perbidang sciumlak =+ 1.776 Bidang.

2. telah Meneriina permohonan dari calon penerima Redistribusi / ‘calon , . W
penerima hak milik scjumlah = 1776 KK:Bidang, -

E. Saran dan Pertimbangan :

¥

Bahwa atas hal tersebut diatas mohon di kKiranya Panitio memberikan suatu usul,
saran dan pemdapalnya. karena hal tersebut merupakan syarat dalam rangka
usul redistribusinya, yang selanjutnya hasil sidang Panitia  Pertimbangun

Landreform yang menghasilkan suatu keputusan akan dipergunakan oleh Bupati
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PRI FITGA A TRV T el iRl EMAta™nnt pRRte T Ragnen T T e e
kebijakan sccara umum, dan memutuskan nsul redisinbust tanah negara schagai
mahajterehuldiitis.

\
IL. Usul redistribusi Tanah Negara Obych Landreform ke Kecamatan Pare, Gurah

dan Wates Kebupaten Kediri. _ ]
A. M'- - 1. Surat Camat Pare Kabupaten Kediri tanggai 11 April 2002 No.
: 15/17.2000402 Sejumlah = 241 bidang, dari Jumlah
seluruhnya. = 979 bidang. _
Surat Camat Gurah, Kabupaten Kediri tanggal 15 April 2002

Nomor : 540:234/418.12/2002 sejumlah = 423 bidang, dari

!-J

jumlah seluruhnya = 1015 bidang.

C. Pembiayaan : Swadaya masyarakal murni yang dikelola melalui DIK.S Tk. 1
Jawa Timur Tahun 2002,

D. Saran dan Pertimbangan : Bahwa tanah sebagai muna tersebut telah digardp.

dan dikuasai oleh pendudiik " masyarakat humpir dalam Kurun waktu = 40 Th, .
maka perlu  Kkiranya dengan l"urlimlmn;__-_:m tersebut, Scpera diberikan hak :ﬁi]il_\' ]
kepada mereka melalui Redistribusi, dengan tujunn agar para penerimanya: dapat
meningkatkan kesejahteraannya, Ay A
Bahwa atas tersebut diatas dimohon kiranya anggota Panitia Penimbangaﬁ
Landreform dapat memberikan Saran dan Pertimbangannya agar pelaksanaan
pemberian hak milik nelalui Redistribusi dapat berjalan s2suai dengan prog;dln

vang telah ditentukan.

I1I. Pengenaan Bea Perolchan llak Atas Tanah dan Bangunsn (BPIITB) verhadap
calon penerima redistribusi tanah negara bekas perkebunan di Keeamatan
Plosoklaten Kab. Kediri.

A. Jumlah Penerima Tahun 2002 di Kecamatan Plosoklaten Kab, Kediri,

sejumlah = 1495 bidang terdivi :

U -
1

1. Desa Punjul 2 303 hidanyg
terhena BPHTE 27 orng
2. Desa Kawedusan 12 bidang - :

taeliimn TIDLITD 0 9T Lidaas
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3. Desa Klanderan

4, Desa-Sumberagung

136 bidang
terkena BPITEVE ¢

944 bidang

12 bydang

terkena BPHUTB : 227 bidang

B. Dasar Hukum
1. Undang-undang nomor : 21 Tahun 2002, tentang Bea Perotehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan. _
Keputusan Menteri Keuangan nomor : 87:KMK.(3/2002 tentang Pemberian

[

Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,

(' Neaalieaci Penoenaan RPHTR terhadan nenerima reditribusi / hak milik.

2

Bahwa perhitungan tersebut diatas adalah dimana besarnva Nilai Perolehan
Obyck Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena '
Pajak (NPOPTKP) dikalikan 5 % (Iima persen) "

3. Bahwa hasil dari perhilungan pada poir: c.2 bilamana ada calon penerima
redistribusi 7/ hak milik merasa keberatan dapat mengajukan kcﬁnganau ke
Kantor Pelayanan‘ PBIB setempat sampai 75 % dari besar nilai yahg,-ﬁ

5 diletapkan.

D. Permasalahan :

Bahwa para penggarap ¢ penghuni tanah negara bekas pcrk«:bunuﬁ pada
umumnya adalah penggarap lergolong penggarap berpenghasilan  rendah
. (ekonomi lemah) dan juga ditambah dengan keterbatasan pengetahuan yang”
‘ dimilki mereka, walaupun telah mendapat keringanan pzmbayaran tersebut
N pada poin ¢.3 dimungkinkan bagi mereka yang ferkena pembayaran BPI{TB
Jjuga belum dapat memenuhi kewajibannyva. sehingga dengan kejadian tersebut.
dapat mengakibatkan, peketjaan yang telah direncanakan dimungkinkan lidak
dapat terselesaikan dengan tuntas, dengan tidak tuntas pekerjaan ini akan
menimbulkan penalsiran vang kelivu yang dapat memanfaatkan oleh fihak-fihak |

yang tidak berkepentingan vang pada akhirnya dapal merugikan seinua fihak.

E. Saran dan Pertimbangan

Bahwa untuk mengantisipasi kejadian  tersebut diatos mohon saran dan |
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P‘vlllllluﬂllsﬂll b d o L l)‘lllll.lll }i’k—llllllll(llluﬂll MivdEnd ~ VLal _Yﬂlls Al U Qlas s ]
permasalahan tersebut diatas schingga apa vang kita kerjakan sesum dengan

harapan kita bersamas

Kediri, tgl. 29 - 10 --2002

" KEPALA SEKS! PENGATURAN

PENGUASAAN TANAH
-z 228"

& /r/é; "

* X L BERITA ACARA
PENELETIAN / SEUEKST TERHADAR PARA PENCGCGARAP TANATL
OBY LK PENGATURAN PENGUASAAN
Nomor . 33 /Reddnte Swd/2002 -
* Pada hariini ....... Tum'ed i fanggal AL CBtoReT 200R. ...
 kami yang bertanda tangan di bawali ini -
1. .BADANC SULISTYO, SO . ...B.M.E!E"!‘FS?.I‘..:!%?E? el mpﬂlﬁm&hﬂlﬂnﬁm
Fropinad Jewn TAME. e,
.y o JHEITODAGYO, BB \ ”m“mmmpmmmwﬂﬂm
" e TN A . N
* 3 SUFRARTI, R Kngubol Penatenn Tecunsoan dan Penililm
i SIEE, I . )
4, Az By Suprepto . ... : .. Xapola Deno, Wanorolos Fecomntana, .lfama Kas
bupaten Xeddred -
. . LN, . e W L ST

obyek Pengaturan Penguasaan Tanah berdasarkan Sural ...?9.’?#1.'?!??1. .‘.’.‘.’.J»TJF!............... - :
:lngg.ll BT0=R0C2 Nomor .S_ﬂ:ﬂf},v."BS/m/ﬁOQZ .......... o T
setelah mepgadakan penclitian /7 seleksi terhadap para penggarap tanah Obyek Pengaturan
- Penguasaan Tanah terletak di Desa / Kol ¥enoredo. ... .. Fecamatan L Hetes, . ...

- Kabupalen Keiri,

Dari penelitian / seleksi terhacdap pava penggarap terssbul dimas disimpulkan babwa

para peneparan tersebut dalam daftar lamipiran berita acara ini memennbi syarat pasal & dan 9
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*Peraturan Pemermtah Nomor 280 Fahun 1201 sehingga Kapada mereka dapal divenxan Nax
milik. )

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rapgkap 4 (empat) untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

3 OO ATTIANI T AQ DENMT FPTANT 7/ QUT WE7QT

+ BERITA ACARA
PENELITIAN / SELEKSI TERHADAP PARA PENGGARAP TANAH -
' OBYLEK PENGATURAN PENGUASAAN
1271 rxur?t-"’"’m 7axe

Nomeor :

Pada Ratiing - fiesaimoe s inpiao lang,gr.ll

........................................

kami yang bertanda tangan di bawal ini :
m.mrmo ISU CIIALE, S Kant Pmntnc.n Penouwaocan Danililsn Tenah

.............................................................................

Por‘tal:lm dan VPorizotnan ¥rnwil Brb "‘Pié':i'."aam

...................................................................

BUIATAR, 81 Erobod Pamatamn Penpucscean dan Fapilikem
. i Ry . TN R s
. J DAGTO, S Kesibod Ptmcamlim PW dm ”@um
B (R, AW WA |
, Im WYSEURD. B R e il
puaten Xedird
A AR, . Ve SR

ang bersama-sama me rupnk:m satuan tugas penelitian / seleksi terhadap para penggarap tanah
e Porintah Kexla

................................................

obyek Pengaturan Penguasaan Tanah berdasarkan Sural

87/64/35/ 58 f2002

tanggal 30 2002 Momor ....... -/4/3// ................................
sefclah mengadakan penelitian / seleksi terhadap para penggarap fmah Obyek Pengaturan
. . N ronores ) i HWaten
Pengnasaan Tanah ferletak di Desa ! Kel: L(r ...... AN )R AL o A

Kabupaten Kediri.

Pori penelitian / seleksi terhadap para penggarap (ersebul diatas di&;impulk'nﬂ bahwa
para puwn wap lersebut dalam daltar lampiran berita acara ini memennhi .}.u.ll pasal # dam 9 -

'I‘cmh_uan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sehingga kapada mm,ka dapat diberikan .1.'|L


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ML,

_Démikian, (Berita_Aeara Ani- dibuat, dalam rapghap- 4| (smpat) untuk. dipergunakan’

sebagaimana mestinya.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN :
KEPALA KANTOR PERTANAHAN :
KABUPATEN KD IR
NOMOR @ 4203352515 3686272 <003
TENTANG
PEMBERIAN HAK MILIK DALANM RANGRA REDISTRIBUSI
TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAII

e wiwen B e ais s -a L P L I

INEPALA RKANTOR PERTANAIAN WKABUPATEN KEDIRI
MEMBACA © a0 Surat Kepala Desa Wonorejo tanggal,  01-02-2002 Nomor

592.11/09/418.10:.367.2002 vang dikctahui Camat Wates perihal
permohonan usul redistribusi tanah negara bekas perkebunan.

b. Berita Acara Penclitian ~ Seleksi Calon Pencrima  Redistribusi
Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform tanggal
11-10-2002 Nomor: 1. Redist.Swd 2002,

¢. Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten
Kediri tanggal 29-10-2002 Nomor. 02 PPL:2002

MENIMBANG © a0 Bahwa Sdr. NURYATE dkk. 222 orang  Kepala Keluarga /

251 bidang sebagaimana discbutkan dalam lampiran keputusan ini,

adalah  petani calon pencrinit redistribusi tanah obyek Pengaturan

Penguasaan Tanah — Landretorni vang memenuhi syarat untuk

dibertkan Hak Milik sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan |

Pemermtah Nomor 2240 Tahun 1901 sesuai dengan Berita Acara
Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek  Pengaturan
Pengusann Tanah  Obyek  Pengaturan Pengusaan  Tanah 7
Landretorm tanggal 11-10-2002 Nomor 11 Redist. Swd:2002,

b Bahwa tanah vane akan diredistribusikan sebagaimana dimaksud

s
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RSN LU L 488584 SINARATMN LR Sty hadlath s bRt

Wonorejo  Kecamatan Wales I\.il'm]ml;.n Kediri Adalah qeb'u..lan
dari ganath-=tanah esara vane elah ditegaskan sebagai Tanah Obyek
perdmtddny  Pehith¥oln! Dlktifd Fandrefsan  berdasarkan

Mol B b e o T i Laaalaiisa h RTETLT Al ARTYITAT1QRY L

MENGINGAT

d.

-

'l

e

0.

~J

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Diktum
Pertama, tanith-tanah sehagaimana dimaksud pada hurut ( b ) dan
( ¢ ) di atas. surat keputusannya termasuk vang dm\alakan batal
dengan sendirinya dan tidak berlaku lTagi.

Bahwa Panitia Pertimbancan Landreform Kabupaten Kediri dalam
saran dan pertimbangannyva setuju atas pelaksanaan redistribusi
tanah sesuai dengan Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan
Landrelorm tanggal 29-10-2002 Nomor. 02 1PP1. 2002,

Bahwa calon penerima redistribusi tanah scbagai dimaksud pada
Konsideran hurul” (1) di atas. telah membuat Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPITR), sesuai dengan SSB tanggal
O8-10-2002,

Bahwa pelaksanaan reditribusi di maksud di biavai dengan dana
swadaya masvarakut.

Undang-Undang Nomor § Tahun 1960 tentang Peraturan [Dasar
Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104) ;

Undang-Undang Nomor 56 Pep. Tahun 1960 tentang Penctapan -
[uas Fanah Pertanian (lembaran Negara Tahun 1960 No.'174) ;

Undang-Undang  Nomor 200 Tahun 1997 tantang  Pencrimaan

Negara bukan Pajak (L.embaran Negara Tahun 1997 Nomor : 43).

Undang-Undang Nomor 21 Tabun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Tanah dan Bangunin . ' '

Peraturan 'emerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagrm Tanah Jdan Pembenan Ganti Kerugian (l.embaran
Negira Tahun 14961 No, 280)

Peraturan Pemermtah Nomor 41 Tahun 1904 tentang Perubahar,
dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 196)
Tenang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian - Ganti
Kerugran thembaran Negara Fabun 1964 Noo 112) '

Peraturan Pemerntah Nomor 2E Tahon 1997 enmang Pendaftaran
Fanah ¢ Lembaran Negara Tahun 1997 Nomaor 37) ¢

‘Keputisan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1980

tentang Oreanisasi dan Fata Kena Penvelengaraan Landreform:
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9L i e L

12, Peraturan Mentert Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

3. Keputusan Menteri Negara Agraria . Kepala Badan Pertanahan
Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek
Redistribust Landrelorm :

14, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan “Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional.

MFE N EVTTSSIRE DN

Menetapkan tanah-tanah  yang  surat  Keputusan  redistribusinya
dinyatakan batal dengan sendivinya dan tidak berlaku lagi berdasarkan
Keputusan  Menteri Negara Agraria © Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 1997, scluas $3.5208 Ha terletak di
Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan sclanjutnya
antulk diredistribusikan kembalt kepada para petani vang memenuhi
persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
Memberthan — tanah dengan Hak  Milik kepada  Saudara
NURYATE dkk 222 ouang Kepala Keluarga 231 bidang sebagai
dimahead  pada Folom Y fampinm suat keputusanini seluas
3332008 Ha mas Tanah Newvara tersebut pada Diktum PERTAMA surat
heputusan in, masig-masing Juas. letak. Nomor Induk Bidang (NIB).
dinnqenes pengganaan Geah tersebut - dibelakang - nama vang
bersanghatan pada Kolom 2 sd Kolom 8 dalam lampiran surat
keputusan int.

Bahwa sesuai dengan surat Fdian NMentert Negara Agraria * Kepala
Badan Pertamahan Nastonal Nomor 204816 wngeal 11-12-1998,
pemberian tanah dengan hak ouhk mio dibebaskan dart kewajiban

b e peosesnfoan dim Biav sdonmestense

Pembertn Gl Jengan Hak Al tersebut die atas disertai dengan

Kesaphan dan svaratssyarat sehassimani ereantum Jdi hawah ini :

a ek memperalels gda bk ko serapihan Tak Mk vang
diberihan tersebut aros dalarckan Jdi Kantor Pertanahan
Kabupaten  Kedir selabat-Rinbatya - daliam janeka wakiu 6
pemam bubion <epak keputusan i dietaphan

b Lanah tersebut hatus dibernr andastanda batas sesuai dengan
Perataran Pemerintah Somaor S bahan (V97



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

o Relalaian ataa pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban di
atas dapat dijadikan alasan untok mencabut Hlak Milik vang
diberikan,

KELIMA, ‘ : Memerintahkan Kepala Schsi Pengukuran dan Pendaltaran Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten  Kediri untuk mencatat - Rewajiban |
tersebut pada “Diktum KEEMPATT hurul (¢) pada buku tanah dan

. sertipikatnya,

KETENAM : Lamprran keputusan menjadi satu kesatuan vang tidak dapat dipisahkan
dari keputusan ini. '

KETUIUH : Keputusan ini akan diadakan  perbaikan dan atau  pembetulan

' schagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kesalahan atau kekeliruan,

DITETAPKAN DI @ KEDIRl 4~ od~t003

PADA TANGGAL : H—H—=2002 &

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
- KABEIRATEN KEDIRI

S P LY
0 N

TEMBUSAN @ Surat Keputusan i desampankan kepada
Yiho 1 Kepala Badan Pertanahan Masronal Ji Jakaria, )
Kepala Badan Pertanahan Masaonal eq Deputi Badang Lata | aksana Pertanshan di Jakarta,

:
3 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timus di Surabaya, . -
4. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabasya. '
S Bupat Kedrr di Kedirn, 3 _
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara kediri dr Kediri, . e
NOCHLAN o Neprtusen_ i desamypee§an Kopadhe g berkal ok _diperhatikan_sebagamana

HCNELHN ).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KARUPATEN KEDIRI

TaRiAAAL . 98 e Anea
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NIV MLV L. DIV 1. VUL
TANAL YANG DIBERIK AN
FEAPAT TINGGAL LETAK I'ANA.I Ih\'l'n\.‘i-ﬂ.-\:l'-\.‘(
NO. [a NAMA ek 1. Desa 1 =AY Y a{(iafn g PENGGL
h. Tanygal Lahir b. Kecamatan In. Keeam.itan (812) h. Timur TAN:
c. Kabupaten c. Kabupaten c. Barat
| d. Sclatan
T | 3 4 3 3 / [
T |NURYATI la. Pagu a. Wonarejo 7173 00184 |a. Jalan Desa Penan
Kedin, 16-08-1968 b, Wales b. Wates b. Markam
., Kediri c. Kedinl ¢. Jatan Desa
d. Jalan Desa
2 |MARKAM a. Wonorejo a. Wonoreyo 2694 00185 a. Jalan Desa Pertan,
Kedin, 1920 b. Wales b. Wates b. Hj. Mubaidah ;
¢, Kedirl ¢, Kedirl c. Jalan Desa
d. Parnadi
3 |H. MUBAIDAH a. Wonorejo a. Wonorejo 3573 00186 a. Jalan Desa Pertan
Kedin. 27-04-1967 b. Wales b. Wates b. Sukandar,
c. Kedirl c. Kediri ¢. Jalan Desa-
d. Parnadi
4 |WAGINO a. Wonorejo o Wonorejy 4300 00187 a. Jalan Desa Pertam
Kedin, 20-06-1971 b. Wates I Wales b. Sunyoto
¢. Kediiri ¢ Kedri ¢. Jalan Desa
d. Sukandar
5 |SUNYOTD a, Wonorejo a Wonorah) Q02 00188 a. Jalan Desa Pertam
Kedin. 20 03-1954 b. Wales h Wates b. Agustiyah
c. Kediri c Kedin c. Jalan Desa
d. Wagino
6 |AGUSTIAM a Tavang 2 Woron) 1851 00182 |a Jalan Desa Pedani -
Kedirl, 20-08-1971 b. Wales b Wales b. Mudjto a
c Ketliri ¢ Kedii c. Jalan Desa
d. Sunyolo
g Z
ST B A E 0 ri "o
7 |SUPARLAN SH a. Wonorejo a Wonorejo 1252 00190 a. Jalah Desa Pertani
Kedin, 15-07-1959 b. Wates b. Wales b. Ir. S Utarl
. Kedvl ¢ Kedirl c. Jolan Desa
d. Mudjito
.8 It SRIUTARI a. Worotejo o Wonorep Bl 00191 a. Jolan Desa Pertam
Kediri, 04-03-1971 b. Wates b. Wales b. Suparno
c. Kedvi e Kaditi c. Jolan Desa
d. Suparlan SH
9 SUPARNO 2 Woborey: o Wonorju 100 00192 . Jitan Desa Peatam,
Kedin. 01-07-1960 b. Wates b Wates b. Supardl
¢ Kedri lc. Kediri—=* c. Jalan Desa
. d. Ir. S Uhami
10 |SUPARDI a, Pojok a. Wonorejo 1304 00123 a. Jalan Desa Pertani
Kedir. 30-06-1963 b. Watas b. Wates ) b. Sunyolo
. Kedirl c. Kedir c. Jalan Desa
" d. Suparno
] T p i T 0 | 7 *
39 |SLAMET 2. Wonorejo 2. Wonarejo 4400 00222 a. Jalan Desa _ Penz
Kedir, 25-09-1957 b. Wates b. Wates b, Karyo Paidi
¢. Kedin . Kedii c.Jalan Desa
' d. Djoenuri
40  |KARYO PAIDI a Gadungan a. Wonorejo 011 00223 {a. Jalan Desa Pertz
* | Kedi, 14-07-1941 b. Wales b. Wates b. Jalan Des2
¢c. Kedin c. Kediti *lc. Jalan Desa
i Clamant Lduam
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41 |SUMILAH a, Gadungan a. Wonorejo 2407 09224 a, Jalan Desa Pertz
Kedirl, 04-07-1932 b. Wales b. Wales b. Jalan Desa
c. Kedirl c. Kedirl c. Kaselan
|t Misiran
42 |MISIRAN a. Gadungan a. Wonorejo 115 00225  |a. JatanDesa Perta
Kedir, 1947 b, Wates b. Wates b. Sumilah ¢
¢. Kedirl c. Kediri ¢. Supardi
d. Sumilah
43 |SUMILAH a. Gadungan a. Wonorejo 1459 00226 a, Misiran . Sumilah Peria
F Kedir, 04-07-1932 b. Wates b, Wales b. Kaselan
c. Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Supardi
44 |PARMAN a. Wonorejo a. Wonorejc- 1306 00227  |a. Jalan Desa Pert2
Kedid, 1959 b. Wales b. Wates b. Sumilah
c. Kediri c. Kediri ¢c. Karno
d. Hadi Subaryono
45 |HERU NARWQOKO a. Wonorcjo a. Wonorcjo 3525 00228 a. Jalan Desa Perta
Kedid, 18-12-1971 b. Wales b. Wales b. Hadi Suharyono
c. Kediri ¢. Kediri ¢. Lasini, Rasiyem
d. Sukiyo
48  |HADI SUHARYONO 2. Wonorejo a. Wonorejo 362 00229 a. Jalan Desa Perta
Kedid, 19-11-1968 b. Wales b. Wales b. Suparman
c. Kediri c. Kedir c. Karno
d. Heru Narwoko
1Y
| 2 - o 0 i 7 3
31 |NURYAN a Wonorejo 2. Wonorejo 1073 00214 . Jalan Desa Pene
Kedidi, 28-07-1953 . Wales . Wales b. Midjan
c. Kedin . Ketli c. Jalan Desa
d. Djumiati
32 |MIDJAN a. Wonorcjn a Wonorejo priiv] 00215 a. Jolan Desa Perte
Kediri, 31-12.1950 b. Wales b. Wales b, Sulistiyah
c. Kediti . Kndliri c. Jalan Desa
d. Nuryan
33 |SULISTIYAH a. Wonornjo a. Wonorejo "2u0 00216 a. Jalan Desa Pen
Kedir, 01-04-1973 b. Wates b. Wates b. Samilah
c. Kediri ¢. Kedir ¢. Jalan Desa
d. Midjan
34 |SAMILAH a. Wonorejo a. Wonorejo 1508 00217 a. Jalan Desa Perte
Kedid, 1950 b. Wates b. Wates b, Djumartiani
c. Kediri c. Kediri ¢, Jalan Desa
T /] | K] | A \ T ¥
' 39 [SLAMET 2. Wonoreju 2. Wonarejo 4600 00222  |a. Jalan Desa  Pent
Kediri, 25-09-1957 b. Wates b. Wates, b. Karyo Paidi
c. Kedin . Kedi ¢.Jalan Desa
d. Djaenuri
40  |KARYO PAIDI a. Gadungan a. Wonorejo 5011 00223 |a. Jalan Desa Perta
+ |Kedir, 14-07-1941 b. Wates b. Wates b. Jalan Desa
c. Kedin c. Kediti +|c. Jalan Desa
d. Slamet Juriyem
41 |SUMILAH a. Gadunygan a. Wonorejo 87 09224 a. Jalan Desa Pene
Kediri, 04-07-1932 b. Wales b. Wales b. Jalan Desa
c. Kediri ¢. Kediri c. Kaselan
d. Misiran
42 |MISIRAN a. Gadungan a, Wonorejo 1115 00225 a Jalan Desa Pentz
Kedir, 1947 b, Wales b, Wates b, Sumilah . 5
c. Kediri ¢. Kedirl ¢. Supardi
d. Sumilah
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Ly Kedir, 04-07-1932 b. Wates b, Wates b. Kaselan
c. Kediri ¢. Kediri c. Jalan Desa
d. Supardi
44 |PARMAN a. Wonorejo a. Wonorejc. 1306 00227 a. Jalan Desa Pert2
Kedird, 1959 b. Wales b. Wales b. Sumilah
c. Kediri c. Kediri c. Karno
d. Hadi Suharyono
45  |HERU NARWOKO a. Wonorcjo a. Wonorejo 3525 002208 a. Jalan Desa Perta
Kedird, 18-12-1971 b. Wales b. Wales b. Hadi Suharyono
c. Kediri c. Kedirl ¢. Lasini, Rasiyem
d. Sukiyo
46  |HADI SUHARYONO 2. Wonorejo a. Wonorejo 3621 00229 a. Jalan Desa Pena
Kedid, 19-11-1968 b. Wates b. Wales b. Suparman
¢. Kedir c. Kediri c. Karno
d. Heru Narwoko
L)
i b ] K f 7 ¥
i NURYAN a. Wonarejo a. Wonorejo 1023 00214 a. Jalan Desa Pen:
Kediri, 28-07-1953 h. Wales h. Wales b. Midjan
c. Kedin . Kedhni c. Jalan Desa
d. Djumiati
32 [MIDJAN 2. Wonotejo A Wonorejn wm 00215 a. Jolan Desa Pertz
Kediri, 31-12-1950 b. Wales b. Wates b. Sulistiyah
c. Kedin c. Kdir c. Jalan Desa
d. Nuryan
33 |SULISTIYAH a. Wonorejo a. Wonorejo 2250 00216 a. Jalan Desa Perte
Kediri, 01-04-1873 b. Wales b. Wates b. Samilah
c. Kediti c. Kedidi c. Jalan Desa
d. Midjan
34 |SAMILAH a. Wonorejo a. Wonorejo 1508 00217 2. Jalan Desa Pertz
Kedid, 1950 b. Wales b. Wates b. Djumartiani
c. Kediri c. Kadiri ¢. Jalan Desa
u“sunsmn
.. AAAL A = faden Mas. Dan:
T 2 B 4 ] ) 7 »
63 |DJUMIRIN 2. Gadungan a. Wonorejo 2460 00246 2. Asiani, Sukiyo Pert2
Kedini, 12-06-1955 . b. Wates b. Wales b. Kas Desa
¢. Kediri c. Kedni c. Jalan Desa
d. Amrin
64 |AMRIN a. Gadungan a. Wonorejo 2034 00247 a. Asiani Perum
Kedi, 15-09-1926 b. Wales b. Wales b. Djumirin
¢. Kediri c. Kedri c. Jalan Desa
d. Nanik Sumartini
65 |SUTRISNO a. Wonorejo a. Wonotejo 562 00248 a.Nanik Sumartini Perum
Kediri,1965 b, Wates b. Wates b. Amrin
¢. Kedin c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Nanik Sumartini
66  |NANIX SUMARTINI 2. Tawang a. Wonorejo 3026 00249 a. Hj. Mubaidah, Murah Perum
Kediri 18-08-1960 b. Wales b. Wates b. Sutrisno, Amrin
c. Kedin c. Kedn ¢. Jalan Desa
. d. Jalan Desa
67" |LAMINI a. Wonorejo a. Wonorejo ana 00250 a. Saminl Perum
’ Kedwri, 26-11-1976 b Wales b. Wates b. Jalan Desa
¢’ Kediri ¢. Kedii c. Jalan Desa
d. Samini
68 |SAMINI a. Wonorejo a Wonorejo 1N 00251 a M. Suyadi Perum
Kediri. 1942 b. Wates - b. Wales b. Lamini
¢ Kediri c. Kedin ¢. Jalan Desa
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6 [kamm a*Wonorejo a Wonorejo 20 00252 [ M. Suyadi  Perum:
Kedrr, 04-06-1963 b Wates b. Wates b. Samini
¢ Kediri c. Kedirl ¢. Jalan Desa
( +d. DA Want
70  |DWI WANTI 2. Wonorejo a. Wonorejo 26 00253 a. H. Suyadi Perum;
. [Kedid, 01-02-1982 b. Wates b. Wales b. Kartini
¢c. Kedin c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Yuntari
T b T b i 0 i 3
71 [YUNTARI a. Wonorejo a Wonorejo KW 00254 Pa. H. Suyadi Perurr
Kadid, 28-05-1985 b. Walr1 b. Wales b. Owi Wanti
¢ Kedin ¢. Kedri c. Jalan Desa
d. Tukini
72 |TUKINI a. Wonorejo a. Wonmtjo Th 00255 a. H. Suyadi Perum
Kedid, 1964 b, Wales b. Wates b. Yunlari
¢. Kedini c. Kediri c.Jalan Desa
d. Agus Budi Utomo
73 |AGUS BUDI UTOMO a. Wonorejo a. Wonorejo 3830 00256 [a.H. Suyadi Perum
Kedid, 14-11-1973 b. Wates b. Wates b. Tukini
i ¢. Kediri ¢. Kediri ¢. Jslan Desa
d. Mudjayat
74 |[MUJAYATI a. Wonorejo a. Wonorejo 4224 00257 a. Mudjayat, Samidjah Perum
Kedid, 18-03.1972: b. Wates b. Wates b, Agus Budi Ulomo
c. Kediri c. Kedri c. Jalan Desa
d. Hari Wahyono
75 |HARI WAHYONO a. Wonorejo a. Wonorejo 4185 00258 |a Mujayatun, Painem Perum
Kedir, 13 -03- 1863 b. Wates b. Wates . b, Mujayant
¢. Kediri . Kedii c. Jalan Desa
| d. Wakidjan
se  lwavinan a Wonareio a. Wonoi eio 1323 00259 a. Djumartini Perum.
A, 2 A i E] J 6 [ i 8
63 |DJUMIRIN a. Gadungan a, Wonorejo 2460 00246 a. Asiani, Sukiyo Pena
Kedid, 12-06-1955 . b, Wates b. Wates b. Kas Desa
¢. Kediri c. Kedii ¢. Jalan Desa
d. Amrin
64 |AMRIN a. Gadungan a. Wonorejo 2434 00247 3. Asiani Perum
Kedir, 15-09-1926 b. Wates b. Wafes b. Djumirin
¢. Kedin ¢. Kediri ¢c. Jalan Desa
d. Nanlk Sumartini
65 |SUTRISNO a. Wonorejo a. Wonortjo 57 00248 aNanik Sumartini Parum
Kedir, 1965 b. Wales b. Wales b. Amein
¢. Kedin c. Kediri c. Jalan Desa
d. Nanik Sumartini
66  [NANIK SUMARTINI a. Tawang a. Wonorejo 3026 00249 a. Hj. Mubaidah, Murah Perum
Kedid 18-08-1960 b. Wates b, Wates b. Sutrisno, Amrin
c. Kedin c. Kediri c. Jalan Desa
* d. Jalan Desa
67 |LAMINI a. Wonorejo a. Wonaiejo ot 00250 2. Samini Perum
Kediri, 26-11-1976 " b. Wates b, Wates b. Jalan Desa
¢ Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Samini
68  [SAMINI a Wonorejo a Wonorejo 17 00251 a. H. Suyadi Perum
Kediri, 1942 b. Wates * b. Wales b. Lamini
c. Kediri ¢. Kedin ¢. Jalan Desa
-|d. Kartini -
.
69 |KATIMI a“Wonorejo «  |a Wonorejo U0 00252 a. H. Suyadi Perum;
Kadit 04-06.1963 b Wates b. Wates b. Samini
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a. Wenorejo

d. Ovd Wanti

AamAA PR .

70 |DW1I WANTI a. Wonorejo %6 00253 2 H. Suyadi Perum;
. |Kedri, 01.02-1982 bi Watas b, Wates b. Kartini
¢, Kagin &, Kedici &. Jalan Desa
d. Yuntari
T . i e 0 = ¥
71 [YUNTARI a. Wonotejo a. Wonortjo e 00254 2. H. Suyadi Perurr
Kedid, 28-05-1985 b. Walr 1 b. Wales b. Dwi Wanti
¢ Kedin c. Kedrri c. Jalan Desa
d. Tukini
72 |TUKINI a. Wonorejo a. Wonorjo T 00255 a. H. Suyadi Perum
Kedir, 1964 b. Wales b. Wales b. Yuntari
c. Kediri c. Kedrri c.Jalan Desa
. d. Agus Budi Ulemo
73 |AGUS BUDIUTOMO a. Wonorejo a, Wonorejo 3830 00256 2. H. Suyadi Perum
Kedid, 14-11-1973 b. Wates b, Wates b, Tukini
¢. Kediri c. Kediri ¢. jalan Desa
d. Mudjayat
74 |MUJAYATI a. Wonorejo a. Wonorejo 4224 00257 a. Mudjayat, Samidjah Perum
Kedid, 18-03-1972 b. Wates b. Wates b. Agus Budi Utomo
c. Kediri c. Kedii c. Jalan Desa
d. Harl Wahyono
75 |HARI WAHYONO a. Wonorejo 3. Wonorejo 185 00258 |a Mujayatun, Painem Perum
Kedir, 13 -03- 1963 b. Wates b. Wates b. Mujayant
¢. Kediri ¢. Kedin ¢. Jalan Desa
A d. Wakidjan
e lunawiniam a Wanarein a. Wanoieio 1323 00259 la. Dm:rﬁni Perum.
i 2 i [ 3 [ 7
A 103 [DARWINTO a Wonotejo a. Wonortjo - 212 00286  |a Panidi Penr
Kedir, 1956 b Wates b. Wales b. Jalan PUD
c Kedwi c. Kedir: ¢. Suparmi
d. Mationo 3
104 |SUPARMI a Wonorajo a. Wonoiejo 102 00287 *© |a. Darwinlo Perur
Kedil, 04-04-1961 h Wales b. Walos b. PUD
c. Kediri c. Kedin ¢. Sumardi
: d. Mariono
105 |SUMARDI a. Wonorejo a. Wonorejo 428 00285  |a. Suparmi Perun
Kediri, 1956 b. Wates b. Wales b. Jalan PUD
c. Kedirl . Kedirl ¢c. Jalan Desa
d. Manono
106 [MARIONO a. Wonorojo 2. Wonorejo 808 00289 |n. Suparmi Panidi Perum
Kedir, 1963 b. Wates b. Wales b. Sumardi )
c. Kediri ¢, Kediri ¢. Jalan Desa
d. Juki
107 JUKI a. Wonorejo a. Wonorejo 184 00290 2. Arls Mujianto Perur -
, Kedir, 12-07-1941 b, Wates b. Wates b. Mariono
¢. Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Sasminto
108 [SASMITO a Wonorejo a. Wonorejo 193 00291 a. Aris Mujianto Perurr
Kediri, 04-08-1979 b. Wates b. Wates b. Juki
c. Kediri c. Kediti c. Jalan Desa
: d. Musirah
109 [ARIS MUJIANTO 2. Pojok a. Wonorcjo 437 00292  [a Warsini Perum.
Kedid, 10-10-1977 b. Wates b. Wales b. Mariono
c. Kediri c. Kediri c. Sasminto
d. Musirah
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c. Kediri c. Kediri ¢. Mujianto
d. Musirah
1 2 . [ q 3 [ 7 T
" 95  [DJUMARTIANI DJAMINAH a. Wonorejo 2. Wonorejo 3778 00278 a. Jatan Desa Pertz
Kedirl, 10-10-1960 b. Wates b. Wates b. Painem
¢. Kediri c. Kedir ¢. K. Mayar, Suparman
d. Agustiyah
96  |AGUSTIYAH a. Tawang a Wonorejo 2414 00279 |a Jalan Desa Perta
|Kediri, 20-08-1971 b. Wates b. Wates b. Djumartini
c. Kediri ¢. Kediri ¢. H. Astuti, Rumini
d. Kas Desa
97 |SUPARDI a. Wonorejo 2. Wondrejo 53] 00280 a, Jalan Desa " Perur
Kediri, 1947 b, Wates b. Wates b, Jalan PUD
c. Kediri c. Kedni ¢. Surlyono
d. Kas:Desa
98  |SURIYANTO a. Wonorejo a. Wonorijo 17 00281 a. Supardi Pun;m
: Kedid, 06-05-1976 b, Wates b. Wales b. Jalan PUD
c. Kedin c. Kedui c. Taminem
d. Kas Desa
99  [TAMINEM A Wonotejo a. Wonoetjo (S 00282 a. Surlyanto Perum
Kediri, 06-06-1955 b. Wates b. Wales b. Jalan PUD
¢. Kedin ¢. Kedn ¢, Katiran
AlarDacs,
I' 2 1 1“ [} 7
103 |DARWINTO a Wonotejn a. Wonerjo 2 N0286 a. Panidi Penr
Kediri, 1956 b Wates b, Wates b. Jalan PUD
c Kedi c. Kedir: ¢. Suparmi
d. Mariono -
104  [SUPARMI a Wonarejn a. Wenotejo 102 00287 a Darwinto Peru-
Kediri, 04.04.1961 h Wates b. Wales b. PUD
c. Kediri c. Kedin ¢. Sumardi
) d. Mariono
105  [SUMARDI a. Wonorejo a. Wonorejo 428 00288 |a. Suparmi Perun
|xedin, 1956 b. Wates b. Wates b. Jalan PUD
c. Kedirl c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Manono
108  [MARIONO a. Wonorejo a. Wenorejo 808 00289 [s. Suparmi Panidi Perum
Kedir, 1963 b, Wates b. Wates b. Sumardi '
c. Kedir c. Kediri c. Jalan Desa
d. Juki
107 UK . a. Wonorejo 2. Wonorejo 184 00290 a. Ads Mujianto Perur -
Kedir, 12-07-1941 b. Wates b. Wates b. Mariono
¢. Kediri c. Kediri c. Jalan Desa
d. Sasminlo
108 [SASMITO a. Wonorejo a. Wonorejo 193 00291 2. Aris Mujianto Perur
Kedir, 04-08-1979 b. Wates b. Wates b, Juki
c. Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
! d. Musirah
109 |ARISMUJIANTO . Pojok a. Wonorcjo 137 00292 [a. Warsini Pener
Kedid, 10-10-1977 b. Wates b. Wates b. Mariano
¢, Kediri ¢, Kedirl ¢. Sasminto
d. Musirah
110 |WARSINI a. Wonorejo a. Wonorejo 743 00293 a. Kas Desa Perum
Kedid, 1953 b. Wates b. Wates b. Kaseno
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"85  |DJUMARTIANI DJAMINAH a. Wonorejo a. Wonorejo 3778 00278 a. Jalan Desa Pentz
Kedir, 10-10-1960 b. Wates b. Wates b. Palnem
c. Kediri ¢, Kedifi ¢, K. Mayar Suparman
d. Agustyah
96  |AGUSTIYAH a. Tawang a. Wonorejo M14 00279 |a. Jalan Desa Perta
{Xedir, 20-08-1871 b. Wales b. Wates b. Djumartini
c. Kediri c. Kediri c. H. Astuti, Rumini
d. Kas Desa
97  |SUPARDI a. Wonorejo a. Wonbrejo 513 00280 a. Jalan Desa * Perur
Kediri, 1947 b, Wates b. Wates b. Jatan PUD
c. Kediri c. Kedni ¢. Surlyono
d. Kas:Desa
o8 [SURIYANTO a. Wonarejo 2. Wonorajo 7 00201 |a. Supardi Perum
© |Kedid, 06-05-1976 b. Wates b. Wates b. Jalan PUD
c. Kedin c. Kedui c. Taminem
d. Kas Desa
99 TAMINEM A Wonorcjo a. Wonmejo (IR0 00282 a. Suriyanto Perum
Vadd AR AR 16CE h Watae h Watse h_.lalan PLID
2 i ] 3 h . ol
135  |MUSIRAH a. Wonorejo a. Wonorejo 608 00318 1. Sutivah Peri
Kedird, 1942 b. Wates b, Wales 2. Muji into
i c. Kediri c. Kediri = Jala1Desa
Al ‘ -|4. Poniem
136 |PONIJEM a, Wonorejo a. Wonorejo 519 00319 3. Suti.ah Per
Xedir, 1957 baWales. h. Wates 3. Mus rah
c. Kediri, . c. Kediii :. Jala1 Desa
2 4. Mari 3ni
137 |MARIYANI . a. Wonorejo a. Waonorejo 618 . 00320 3. Surr art Per i
Kediri, 12-06-1958 b. Wates b. Wates v, Poniem
c. Kediri c. Kediri 3. Jala1 Desa
4. Gira1 Jariy.h
138 |GIRAN a. Wonorejo a Wonorejo 800 00321 |a Surarti Perr
Kedid, 1962 b. Wales b. Wates 0. Marf 3ni
c. Kediri c. Kedii =. Jela1 Desa
4. Sup.wni*
139 |SUPARMI a. Wonorejo a Wonorejo 123 00322 2. Mas kah Per i
Kedir, 1958 b Wales b, Wittes 9. Giray Jariy.ih
c. Kediri c. Kedit >. Jata1 Deca
3. Miseran
140  [MISERAN a Wonorejo a. Wonurejo 500 00323 2. Mas ikah Perr
Kedirl, 1947 b Wales b, Wales 9. Sup.wmi
¢ Kediri c. Kedin :. Jala1 Desa
3. Kasimu
141 |KASEMU . a Wenorcje a Wonorejo 1540 00324 |5 Was djan Patr
Kedir, 1942 B. Wates b. Wales . Miseran
c. Kediri . Kedin s. Jalay Desa
! 1. Amtyah
|
; 142 [AMBYAH a Wonorejo a Wonorejo be? 00325 3. Suyonto Per ir
: Kedir, 1953 b. Wales b. Wates 3. Kastmu
c. Lediri c. Kedin . Jalan Desa 2
1 1. Supirno -
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121 |SARMINI a Wonaritj a Wonarejo i 00310 {a. Jalan Desa Pert;
Kedin, 16-05-1946 b. Wairs b. Wates b, Umi Sriana
i c. Kedhi . Kndiri c. Sudjak
] d. Kamdali
128 [KAMOALI a. Pagu a. Wonorejo 075 00311 2. Jalan Desa Pen:
Kedin, 1942 b. Wales b. Wates b. Sarmini
c. Kediri c. Kediri ¢. 2en Mahmud
d. Putri Puspita sari
129 |PUTRI PUSPITA SARI 2. Worarejo a. Wonontjo gral 00312 |a. Jalan Desa Pene
Kediri, 02-01-1984 b. Wates b. Watex b, Xamdali
2 c. Kedin c. Kedni c. Samhudi
' d. Nurman
130 |NURIMAN a. Wonoitjo A Wonorajo 1 00313 |a Jalan Desa Pens
rl\'adlﬁ. 1957 b, Wales b. Water b. Darmiasih
¢. Kedin c. Kedui c. Suyut
d. Sofiyah
13 ?.FI‘:A}L - :.2:"?&]0 :. Wonornjo 1400 00314 a. Jalan Desa Perta
- Walae |h Nl‘lﬂ
(| 2 ' L N~ 0 7 i
143 |SUPARNO a. Wonorejo a. Wonctejo (i:1] 00326  |a. Suyanto Perur
Kediri, 01-07-1960 b. Wates b Wates b. Ambyah
. c. Kediri c. Kedin ¢c. Jatan Desa
d. Lasemu
144  |NURIYADI a. Wonorejo a. Wonoreo 1618 00427 8. Kas Desa Perun
Kediri, 1964 L. Wates b. Wates b. Lasemu
c. Kedii ¢. Kediri c. Jalan Desa
4. Paren
145 [LAMINAH a. Gadungan a. Wonorejo an 00328 |a. Aziz Peryr
Kedin, 27-06-1958 b. Wates b. Wates b. Paren
c. Kediri ¢, Kediri c. Jalan Desa
d. Katman i
1 ;
146 |KATIMAN a. Wonorcjo * |a. Wonortjo an 00329 a. Aziz Perur
Keain, 1960 b. Wates b. Wates b. Lamiriah .
c. Kedin ¢. Kedri c. Jalan Desa
d. Suratemin
147 |SURATEMIN 3. Wonorejo a. Wonorjo 2247 00330 2. Aziz Parur
Kediri. 1937 b. Wates b. Wates b. Katiman
¢. Kedin c. Kedi c. Jalan Desa
& - d, Yateni
148  |YATEMI a. Wonurejo a. Wonor ¢jo 115% 00331 8. Satriya Perum.
: Kedr. 1953 b. Wates JoWetes b. Suratemi
" e Kedin ¢, Kediri c. Jalan Desa
d. Subadi <
149 |SUBADI a2 Wonorajo, a. Wonorejo 1555 T 00332 |a Satyal perum
Kedir, 15-06-1969 b, Wates b. Wates b. Yatemi
: c. Kediri c. Kediri c. Jalan Desa
d d. Cipto Panudi
150 |KARMUDJ! a Wonorjo a. Wonorejo 1 00333 |a. Umar Perta:
Kedir, 1953 b. Water. b. Wates b. Wad
6. Kedin c. Kedir c. Jatan Desa’
d. Jirah
| . R | b] | 1 | i ) | o 1 7 ¢
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Kedirl, 1946 b. Wates b. Watas b. Karmuji
c. Kedii c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Aziz
152 |ADZ a. Wonorcijo A Wonarejo/ ol U5 00384 a. Agustiyah - Pentz
+  |Kedir, 04-06-1965 b. Wates b. Wates b. Jirah
c. Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
t d. Vendy Rahmad
153 |VENDY RAHMAD a. Wonorejo a. Wonorejo 3782 00336 a. Waginah Peana
Kedir, 08-04-1980 b. Wates b. Wates b. Aziz
c. Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
. d. Wiwin P
154 |RATRINURANI a, Tawang a. Wonorejo 5434 00337 a. Kardjoko Pena
Kedir, 25-10-1972 b. Waltes b. Wates b. Didik Budiman
c. Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Tokah
= 1 A | 3 6 7 5 3
159 |SUDJAK 2. Wororejo a. Waonorejo () 00342 a. Rohmani Pert:
Kedin, 30-12-1942 b. Wales b. Wales b. Djumiah
. c. Kedii ' - * e Kedir c. Jalan Desa
d. Djuwariyah
160 |DJUWARIYAH a. Wonorejo a. Wonorejo 46457 00343 a.PuinP, S Penz
Kedir, 1933 b. Wates b, Wates b. Sudjak
. Kedin c. Kediri ¢. Jalan Desa
g d. Zen Mahmud
161  |ZENMAHMUD a. Pagu a. Wonorzjo 318 00344 a. Suradi Penta
Kediri, 05-06-1968 b. Wates b. Wate:. b. Djuwariyah
c. Kedin c. Kedii ¢. Jalan Desa
d. Samhudi
162 [suvup a. Wenorejo a. Wonorujo 3680 00345 |a. Sofiah Perta
Kedid, 01-03-1969 b. Wates b. Wales b. Rodiyah
c. Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Arles Wibowo
163 |ARIES WIBOWONO a, Wonorejo a. Wonorejo 9332 00346 |a. Budi Setiyo Perta.
Kedid, 23-07-1976 b. Wates b. Wales b. Suyut
’ c. Kediri c. Kediri c. Jatan Desa
d. Jalan Desa
164 [H. KARNO a. Pagu a. Wonoiejo 48712 00347 2. Jalan Desa Perta:
Kedir, 1930 b Watns b Wales b. Maryanto Karno
c. Kediri c. Kedin ¢. Abdul Kholig R
d. Jalan Desa
165  [MURYANTO a. Pagu -|a. Wonotejo 515/ 00348 [a. Jalan Desa Pertar
Kedir, 25-09-1958 b. Wates b. Wates b. Sukarno
c. Kediri c. Kediri ¢c. Darman
d. Jalan Desa
166  |SITI KHOLIPAH a, Paqu a, Wonotejo 22714 00342 a. Jalan Desa Pertar
Kedid, 12-02.1975 b, Wates b, Wates b. Katiyem Samsudin
c. Kediri ¢, Kediri ¢, Harmanlo
d. Muryanto Xarno
1 2 3 4 5 0 7 [
167 |MUWJITO a, Tawang a. Wonorejo 7830 00350  |a JalanDesa Perta
Kedir, 10-10-1954 b. Wates b. Wates b. Kholig
¢, Kediri ¢. Kediri c. Kholig
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168  [MUJIONO, BE a. Tawang a. Wonorejo 7863 00351 | Jalan Desa  Parta
Kedir, 08-01-1953 b. Wates b. Wales b. Mujita
c| Kefirt ¢ Kediri ¢. Samto
d, Sydmsudia
189  |ABDUL XHOLIQ RIYADI a. Wonorejo a. Wonorejo 8162 00352 2. Jalan Desa Pana:
Kedird, 28-11-1970 b. Wales . b. Wales b. Budi Purwanio
c. Kediri c. Kedifi ¢. Agus Subagian ,SH
d. Mujito
170  |BUDI PURWANTO a Wonorejo a. Wonorejo 206606 00353 a. Jalan Desa Pertar
Kedid, 22-12-1970 b. Wates b. Wates b. Murtini
- ¢. Kediri c. Kediri c. Subandi
d. Budi Purwan'o
1 2 4 4 [ f / ¥
U183 |KANTUN 2 Wonorajo A Wonorajn "o N036G a Jolan Desa Porye
Kedin, 1970 b. Wales® 1. Wates b. Musri
¢c. Kediri c. Kediri c. Kuburan
d. Mujayatun
184 [MUSRI a. Wonorcjo a. Wonorejo 1672 00367 2. Jalan Desa Perur
Kedir, 1925 b. Wates b. Wales b. Samirin
c. Kediri ¢. Kediri ¢. H. Slamet
d. Kantun
185 |SAMIRIN a. Wonorejo a. Wonorejo 882 00366 |a. Jalan Desa Perur
Kedir, 1958 b. Wates b. Wates b. Marekah
c. Kediri c. Kedirl c. H. Slamet
d. Musri
186 [MARIXAH 3. Wonorejo a. Wonorejo, 1579 00369 a, Jalan Desa Perum
Kedid, 1960 b. Wates b. Wates b. Atin '
’ c. kediri c. Kedirl ¢, H. Slamet
d. Samirin
187 |ATIN a. Wonorejo a. Wonorejo 549 00370 2. Jalan Desa Perum
Kedir, 1940 b. Wates b. Wates b. Marsit
, ¢. Kedirl ¢. Kediri ¢. H. Slamet
d. Marfkah
188 |MARSITI a. Wonorejo a. Wonorejo 1067 00371 8. Jalan Desa Perum
Kadir, 1963 b. Wates b. Wates b. Dftah
c. Kedird ¢. Kediri c. H. Slamet
d. Afin
189 |OJILAH a. Wonorejo a. Wonorejo 768 00372 a. Jalan Desa Perum;
Kedir, 1926 b..Wates b. Wates b. Sunarmi
¢. Kediri c. Kediri c. Sayem
d. Marsit
190  [NARMI 3. Duwel a. Wonorejo 4p7 00373 |a JalanDesa Perum:
Kedid, 03-09-1965 b. Wates b, Wates b. Supinem
c. Kedir c. Kedir c. Tuminem
4. Djilah
il 2 K T 5 b 7 =3
175 [MAMIK SETIYOWATI a. Wonorejo a. Wonorejo 1265 00358 |a. Jalan Desa Perum
Kedirl, 18.08-1981 b. Wates b, Wnles b. Wadi
¢. Kediri c. Kedirl ¢. Kas Desa
d. Harmanto
176 |MISINAH a, Wonorejo A Wonorsjo a4 00358 |aJalan Desa Perum.
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d.Katidjan
177 |SAMIRAH 2. Wonotajo a-Wonoree 11 00360 a. Jalan Desa Perum;
Kedir, 1918 b. Wates b Weles b. Niyefn.
c. Kediri c. Ketiri ¢. I$Kandar
d. Tuglyem
178 [KATIDJAN a. Wonorejo a Wonorojo 19001 00361  |a Jalan Desa Perum:
= AT b Tuntasm
1 ) & | 4 J ] |
191  [SUPINEM a. Woaorejo a. Wonorejo 3130 00374 [a Jalan Desa Pery
= Kedid, 1925 b. Wates b. Wates b. Supari
¢c. Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Tuminem
192  [SUPARJI 4. Wonorejo a. Wonorejo 664 00375 2. Jalan Desa Perr
Kedid, 1963 h. Wales b. Wates b. Jalan PUD
c. Kediri c. Kediri ¢. Daniyem
i d. Supinem
193 |DANIYEM a. Wonorejo a. Wonorejo 375 20376 a. Suparf ‘ Perur
Kedir, 16-02-1961 b. Wales b. Wales b. Jalan PUD
c. Kediri c. Kediti . |¢. Meseno
. d. Surat
194 |MESENO a. Wonorejo a. Wonorejo 128 00377 a. Daniyem Perut
Kedir, 19-10-1962 b. Wales b. Wates b. Jalan PUD 2
¢. Kedirl lc. Kedin ¢, Moch. Khoziz
d. Talkah
195  |KARMIYATI a. Wonotejo 3, Wonorejo -285 00378 a. Meseno Perur
Kedid, 08-03-1947 b. Wates b. Wates b. Jalan PUD
. ¢. Kediri c. Kedin ¢. Suprih
d. Supinem Talkah
198 |SUPRIHATI NATARI a. Gadungan a. Woncrejo 142 00379 8. Moch, Kozim Penum
Kedid, 10-11-1960 b. Wates b. Wates b. Jalan PUD :
c. Kediri c. Kedfin . Djuminem
d. Supinem
197  |DJUMINGIN a. Wonorejo a. Wanorejo 145 00380 a. Suprihaftinatani Perun
Kediri, 1946 b. Wates b. Wates b. Jalan PUD
c. Kediti c. Kedirl . Abdul Manan
d. Supinem, Talkah
198  |ABOUL MANAN a. Wanorejo a. Wonorejo 123 00381 a. Djumangin Perun
Kedid, 19-12.1957 b. Wales b. Wales b. Jalan PUD
c. Kedin c Kedii .. Anwar
d. Supinem
- ‘/’
-
T ] \ 4 i 0 K
199 |ANWAR a, Wonorcjo a. Wonorjo 208 00382 a. Abdul Manan Pearur
Kediri, 13-02-1957 b. Wates b. Wates - b. Jalan PUD
s ¢, Kedin ¢. Kedirl ¢. Tasminah, Tukijo
d. Tasminah, Talkah :
© 200 |TUXWO a. Wonorejo a Wonorejo N 00383 |a Anwar “Perunr
Kedirl, 18-03-1960 b. Wates b. Wales b. Jatan PUD
© Kadn c. Kadri c. Sugiati
d, Supinem
201 [SUGIATI a Sumberagung "5, Wanoreio 146 00384 | Tukio Porum
Kedid, 22-02-1955 b. Wates b. Wales b. Jalan PUD
¢ Kediri c. Kediri c. Kasiyo
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‘ i aa 00385  |a. Suglat Perurr
202  |KASIYO a. Wonorejo a. Wonorejo 1 :
l Vadid 1R.NT.10R4 b. Wates b. Wates b. ialaq PUD
iy
2 X | K] b ‘ B
207 [TUKINI a. Pojok a, Wonornjo 455 00390  |[a. Sarkiiah Perumah:
Kedir, 10-05-1918 b. Wates b. Wales b. Jalan Desa
¢. Kedirl ¢ Kediri ¢. Winarti
d. Supinem
208 |EMY SUKRISTIANI a. Wonorejo a. Wonorejo m 00391 a.Tukini Gimin Parumah;
Kediri 06-02-1968 b. Wates b, Wates b.Jalan PUD )
c. Kediri c. Kediri ¢.Jalan Desa
d.Winart
209  |WINARTI a. Wonorejo a. Wonorejo Jag 00392 a. Tukini Gimin s . Perumah:
Kedir, 12-07-1964 b. Wates b. Wates b. Emy Sukristiani
) c. Kediri c. Kediri c. Jalan Desa
d. Supinem
210 |TUMINEM " |a. Wonorejo a. Wonorejo 1369 00383 |a.Sunarmi Pertaniar
Kedin. 1948 b. Wates b. Wales b.Supinem i
c: Kedir c. Kediri c.Jalan Desa
d.Sayem ,/
' ) e
211 [SAYEM a. Wonorejy 3. Wonorejo 1355 00394  [a.Djilah Pertaniar
Kedir, 1934 b Wates b. Wates b.Tuminem
5 c. Kediri c. Kediri ¢.Jalan Desa
J d.H. Slamet
212 H. SLAMET a. Wonore:n a. Wonorejo Bo8 00395 a.Musri Pertaniar
Kediri, 01-07-1947 b. Wates b, Wales b.Sayem
¢. Kedri ¢. Kediri |c.Jatan Desa
d.Kinem
213 |KINEM a, Vienorejn a. Wonorejo 1615 00396 a Kantun Pertaniat
Kedirl, 1950 b. Viates, b. Wates b. H Stamet :
c. Kodii . c..Kedid_ . c. Jalan Desa
d. Kas Desa/Kuburan
214 |TUTIK MAHARANI a Vionorejo a. Wonorejo 10664 00397 |a Samirah Peraniar
Kedid, 04-12-1961 b. Vlines ’ b. Wales b Kas Desa(kuburan) ¥
c. Kadiri c. Kediri c. Jalan Desa
d. Kas Desa
1 2 & | 4 i [ 7 ! B .
215 |JUMIAH a. Gadungan a. Wonorejo M 00398 2. Muslam Khulik Perumaha
Kedid, 03-09-1964 b. Wates h. Wates 0. Mustam khdik
c. Kedirl c. Kediri :. Jalan Desa
4, Sequr
216 |NURUL KHOUIFAH a. Wonarejo a. Wonorejo 176 00399 3 Kas Desa Pefumaha:
MNganjuk. 1969 b. Veates b. Wates 0. Jalan 1anah Kas D 2sa
d c. kediri c. Kediri 5. Jatan Desa
4. Seger
217 |SEGER . Wonorejo a. Wonorejo 152 00400 ». Tannh Kas Jesa Pearumaha:
Kediri, 27-03-1 049 b, Wates b. Wales p. Nur| Kholijiah
c. Kedir c. Kedirl 2. Jalan Desa
4. Supandi
218 |SUPANDI a. Wonorejo 2 Wonorejo 127 00401 3. Tanah Kas Jesa Perumahar
"|Xedid, 15-07-1947 b. Wales b. Wales b. Seger
. wesa o Wil « Jatan Nata
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219 |SURYONO 2. Wonorejo 5. Wonoreio 12 00402 |5 Kas Desa Perumahar
Kedirl, 06-09-1950 b. Wates b. Wates » Supandi
” Kedid . (ke <. Jatan Desa
3. Darmaj
220 IDARMAU a. Wonorejo a. Wonerejo 183 00403 2. Tanah Kas Jesa Perumahar
I 2 i X Bl e m 9
231 |CHOUL a Pagu a. Wonore: 33 00414 a. Mujito Perami
+ |xedin 1627 b Wates b. Waten b. Sukarni
c. Kudiri c. Kediri c. Jalan Desa
d. Sutomo Karno
232 |SUTCHO a1 Pagu 2 Wonore A7 noaLh . Mujite Puertam,
nedin 05 031961 b. Wates b. Wates b. Kholil
c. Kedin + |o:Kedir ¢. Jalan Desa
d.Susanto
233 |SEPLJO A, Pagu a. Wonoreje AL 20416 a. Mujito Penania
Kediri. 14:04.1948 b. Wates b. Wales b. Susante
c. Kedir ¢. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Padi
234 |SINDU WARTONO a. Wonorzjo a. Wonorejo pLFD eCA? 2. Samsudin Pertania
Kediri 25-08-1979 b. Wates b. Walns b. Sepujo
c. Kediri ¢. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Ardjo Sukat
235 |SUPARTI dan SUNARI a, Wonorepo a. Wonotefy 13 00418 a. Samsudin Perumah,
Kedir, 04-06-1964 b. Wates b. Wates b. Ardjosukar
’ c. Kediri c. Kediri c. Jalan Desa
d. Sutinah
236  |NGALIMEN SUTINAH a. Wonorejo a. Wonorejn Me5 00419 a. Samsudin Perumah;:
Kedirl, 20-02-1951 h. Wates h. Wales b. Suparti’ Sunari
¢. Kediri ¢. Kediti c. Jalan Desa
d. Susanto
237  |MARKAM a. Wonorejo a. Wonorejo A4 00420 a. Muryanto Kirno Pertania’
Kedirl, 1920 b. Wates b. Wales b. Cipto Panudi
c. Kedir ¢. Kediri c. Jalan Desa
d. Sudarman
238 |SUDARMAN a. Tawang a. Wonorejo 4035 00421 a. M. Karno Penaniar .
Kediri, 01-04-1935 b. Wales b. Wales b. Markam 2
c. Kedir c. Kediri c. Jalan Desa
b d. Jalan Desa
) | 2 3 il 3 [ 7 8
223 -+ |RUNTIANTO a. Wonorejo 2. \Wonorejo 247 00408 aMurtini Pertam;
. |Kedid, 28-06-1958 h. Wates b. Wales b.Sumadianto
. Kedi . Kediri ¢.Jalan Desa
d.Winokd Karno
224 |WINOKO |a. Wonorejo 2. Wonorejo 2121 00407 a Murtini Midjan Perania
Kedirl, 12-06-1978 b, Wates b, Wales b. Sumadianto
c. Kedirl c. Kedirl c. Jatan Desa
d. Subandi
225 |[SUBANDI = a. Wonorejo a. Wonorejo 4849 00408 |a. Budi Purwanto Kasbun Penania
Kedid, 30-09-1953 b. Wates -|b. Wates b. Winoko Karno
g c. Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
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e Battnan

226 |AGUS SUBAGIANA a Wonorejo a. Wonorejo 4761 00409 a Abdul Khofik Riyadi Pertania
Kedid, 12-08-1966 b. Wates b. Wales b. Subandi
e | Kedif ¢, Kediri c. Jalan Desa
0. Musdlam
227 |H. SARIP a. Wonorejo a. Wonorjo 2010 00410 2. Abdul Kholiq R Pertaniai
Kedir, 20-10-1912 b. Wates b. Wates b. Santeso
c. Kedirl c. Kedlri c. Jalan Desa
A Qaminah
1 2 3 4 a5 T 7 [
239 |RAMINI a. Wonorejo a. Wonorejo 962 00422 2. Jalan Desa * Perumah:
.= |Kediri, 1962 b. Wales b. Wates b. Yaminah
c. Kediri ¢. Kediri ¢. Sumadi
d. Jalan PUD
240  |YAMINAH a. Wonorejo a. Wonorejo (86 00423 a Jalan Desa Perumahz
B Kediri, 1943 b. Wates b. Wales b. Imam Syafil
¢. Kediri c. Kediri ¢. Sumadi-
d. Ramini
241 |IMAM SYAFIT a. Wonorejo a. Wanorejo 810 00424 a. Jalan Desa . Perumaha
Kediri, 30-04-1965 b. Wates b, Wales b. Marlin Adiono
¢. Kediri c. Kedir c. Moch. Roji
d. Yaminah
242 |SUMADIANTO a. Wonorejo a. Wonorejo 538 00425 & Ramini Perumaha
|Kediri, 05-03-1870 b. Wates b. Wales b.Muhrodji .
c. Kediri c. Kediri ¢.Muhrodji
d.Jalan PUD O
243 |MOCH.ROJI a. Wonorejo 2. Wonarejo 1419 00426 a.Sumadianto Perumaha
Kediri, 06-04-1957 b. Wales b. Wates b.Sumidah
’ c. Kedir ¢. Kedir ¢.Sutrisno HD
1 d.Jalan PUD
244  [MARLIN DIONO a. Wonorejo a. Wonorejo 591 00427 2. Jalan Desa Perumaha:
Kediri, 26-11-1957 b. Wates b. Wales b. Samidah
¢. Kediri c. Kediri c. Imam Syafil
d. Imam Syafil
245 . |SUMIDAH a. Wonorejo a. Wonorejo 077 00428 aJalan Desa Pertanian
Kedirl, 24.02-1981 b. Wales b. Wales b.Tamar ’
¢. Kedir c. Kediri ¢ Sujono
d Marlin Adiono
246 |TAMAR a. Wonorejo a. Wonorejo 408 00429 a. Jalan Desa Perumaha
Kediri, 1955 b. Wates b. Wales b. Sefiyani
¢. Kedir c. Kediri c. Ambiyah
d. Sumidah
T p I T - R 5 & i il
247  |SETIYANI a. Tunge . a. Wonorejo 1320 00430 a. Jalan Desa Perumaha-
—  |Kediri, 07-09-1963 b. Wales b. Wales b, Sefiyono
c. Kediri c. Kediri c. Ambiyah
d. Tamar .
248 |SETIONO a. Wanorejo a. Wonorejo ﬁ 1 00431 |a. Jalan Desa Pérumahar
Kedir, 1967 b. Wates b. Wates b, Warti
¢. Kediri c. Kediri c. Seffjani
d. Sefijani
249 |WARTI a. Wonorejo 2. Wonortjo 123 00432 |aJdalan Desa Perumaha:
Kedlri, 1859 b. Wates © [b. Wates b.Mariatun '
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250 |MARIATUN 2. Wonoreio a. Wonorcjo 137 00433 |a.dalan Desa Perumaha
FKedﬁ‘UBS? h. Wates |b.Wales b.Alfiyah
d Kedin t.[Kediri ¢.Sefygnd
d.Wart
251  |SITIALFTAH a. Wonorejo a. Wonorejo 622 00434 2. Jalan Desa Perumaha
Kediri, 20-06-1870 b. Wates b. Wates b. Meseran
+ |c. Kediri ¢. Kediri ¢. Setiyono
d. Boiran
Lé“"lkg‘)\
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

N

{
¢

@

Y

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PERTARNAHAN

KABUPATEN KEDIRI

PR DS

NOMOR : 420.3.352.5. 1620022/

TENTANG

PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSI
TANAH OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

"MEMBACA

MENIMBANG

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI

a.

"

a,

b.

Surat Kepala Desa Wonorcjo tanggal, 0i-02-2002 Nomor
592.11/09/418.104.367/2002 yang diketahui Camat Wates perihal
pcrmohonan usul redistribusi tanah negara bekas perkebunan.
Berita Acara Penclitian / Scleksi Calon Penerima  Redistribusi
Tanah Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah / Landreform tanggal
11-10-2002 Nomor: | 1/Redist. Swd/2002,

Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten
Kediri tanggal 29-10-2002 Nomor. 02/PPL2002,

Bahwa Sdr. AMBIYAIL dkk. 181 orang Kepala Keluarga /
200 bidang sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini,

adalah petani calon penerima redistribusi tanah obyek Pengaturan .

Penguasaan Tanah / Landreform yang memenuhi syarat untuk
diberikan Hak Milik sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 sesuai dengan Berita Acara

Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan
Pengusaan  Tanah  Obvek Pengaturan  Pengusaan  Tanah /
Landreform tanggal 11-10-2002 Nomor | 1/Redist.Swd/2002.

Bahwa tanah yang akan diredistribusikan sebagaimana dimaksud
huruf (a) di atas adalah scluas 259820 Ha terletak di Desa

» . f.e_0 __.%
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dari tanah-tanah negara vang telah ditegaskan sebagai Tanah Obyek

MENGINGAT

d.

c:

(9]

th

6.

Bahwa berdasarkan Sural Keputusan Menteri Negara Agraria /.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Diktum
Pertama, tanah-tanahsebagaimana dimaksud pada huruf ( b ) dan
( ¢ ) di atas, surat keputusannya termasuk yang dinyatakan batal
dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi.

13ahwa Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kediri dalam
saran dan pertimbangannva sctuju atas pelaksanaan redistribusi
fanah sesuai dengan Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan
Landreform tanggal 29-10-2002 Nomor, 02/PPL./2002.

Bahwa calon penerima redistribusi tanah sebagai dimaksud pada

Konsideran huruf (a) di atas, telah membuat Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BP1T13). sesuai dengan SSB tanggal

08-10-2002.

Bahwa pelaksanaan reditribusi di maksud di biayai dengan dana
swadaya masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan
Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 174) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tantang Penerimaan
Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor : 43).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Tanah dan Bangunan ;

Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian  (Lembaran
Newara Tahun 1961 No. 280) . :
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan
dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 112)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

L
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MENETAPKAN
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

12, Peraturan Menteri Negara Agraria ¢ Kepala Badan Pertanahan
Nasiomal Nomar B,-Tiahun 1999 1entang Tata-Gara, Pemberian dan
Pembatdatand-lakAtas Tanah Negatadan Hak Pengelolaan .

13. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan
Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek -
Redistribusi Landreform ;

I4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan \Jasmnal

MEMUTUSKAN

Menctapkan  tanah-tanah  vang  surat- keputusan  redistribusinya
dinyatakan batal dengan sendirinva dan tidak berlaku lagi berdasarkan
Keputusan Menteri Negara Agraria ! Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 1997, seluas 259820 Ha terletak di
Desa Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan selanjutnya:
untuk diredistribusikan kembali kepada para petani yang memenuhi
persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961,
Memberikan  tanah dengan Mak  Milik kepada Saudara
AMBIYAL dkk. 181 orang Kepala Keluarga / 200 bidang sebagai
dimaksud pada Kolom 2 lampiran surat keputusan ini, seluas
25,9820 Ha atas Tanah Negara tersebut pada Diktum PERTAMA surat
keputusan ini, masing-masing luas, letak, Nomor Induk Bidang (NIB),
dan jenis pengeunaan  tanah  tersebut  dibelakang nama yang

. bersangkutan pada Kolom 2 s/d  Kolom 8 dalam lampiran surat

keputusan ini,

Bahwa scsuai denean surat Fdaran Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan  Pertanaban Nasional Nomor 20-0816 tanggal  11-12-1998,
pemberian tanah dengan hak milik ini dibebaskan dari kewajiban
membayar vang pemasukan dan biava administrasi. :

Pemberian tanah dengan Hak Milik Ms‘,bul di atas disertai dengan
kewajiban dan syarat-syarat scbagaimana tercantum di bawah ini :
a. Untuk  memperoleh tanda bukti hak ¢ sertipikat Hak Milik yang

f Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban di
atas dapat dijadikan alasan untuk mencabui Hak Milik yang
diberikan.

‘s allic 12 cmala Cabid Damaliaenn Adan Dandafiaran Tanah
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Kantor Peranahan Kabupaten Kediri untuk mencatat kewajiban
tersebut pada “Diktum KEEMPAT™ huruf (e) pada buku tanah dan
Sl QG

KEENAM ; Lampiran keputusan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dari keputusan ini.

KETUJUH s 0 Keputusan ini akan  diadakan  perbaikan  dan  atau pembetulan
schagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kesalahan atau Kekeliruan,

DITETAPKAN DI KEDIRL 2f- 0 w2003
PADA TANGGAL : H=—H—2002

KIPALA KANTOR PERTANAHAN
- KABUPATEN KEDIRI £’

¢

Ir. BRIYONO
NiP 010 091 362

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yih. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta. _
Kepala Badan Pertanahan Nasional ¢q. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan di Jakarta.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya. .- .
Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya. ' '
Bupati Kediri di Kediri,

6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kediri di Kediri.

Do L1

KUTIPAN : Keputusan_ini disampaikan kepeda vang herhek wntnk diperhatikan sebagaimana

nrrel i

.t LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI
. pl TANGGAL ~ 28 AUG 7H3
A NOMOR 420.3.352.5.16.2002
] ; ) TANATL YANG DIBERTKAN
TEMPAT TINGGAL LETAK TANAN BATAS-HATAS
" NO. [a. NAMA a. Desa i Desa 11AS NID a. Utara PENCG
b. Tangynl Lahir b. Kecamatan 1. Kecamitin 1M2) b. Timur i A
¢. Kabupaten ¢. Kabupaten ¢. Harat
d. Sclatan
] i F] 5 0 = /
71 AMBIYAH a. Wonorejo a. Wonorejo 2226 00435 a. Setiani Per
f Kediri, 1953 b, Wales b. Wales b. Tamar
¢. Kedir c. Kediri ¢. Parno, Parni. Jono
d. Sumidah
/2 |BOIRAN a. Wonorejo a. Wonorejo 550 00436 a. Jalan Desa Pen
' Kediri, 1942 b. Watos b. Wales . b. Mad Sahir
c. Kedii c. Kedid c. Supandi
d. Surip
s,
by
73 |kasmem a. Wanorejo a. Wonorejo 595 00437 |a. Jelan Desa Pen
Kadid, 1935 b. Wates b. Wates b. Masjid Madsahir
c. Kediri ¢. Kediri ¢. Supandi
d. Kainem
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@ liASINEM a. Wenorejo a. Wonorejo 3203 d. Jalall UEad -
Kedid, 1935 b. Wates b. Wates b. Ashari PP bk A
\ c. Kediri c. Kedfin c. Imam Sujono '
L d-Panem /g S 1ol
@ ASHARI a. Wonorcjo a Wonurejo 1039 00439 a. Jalan Desa e Pen
Kediri, 1952 b. Wales b Wales b. He-Blamet S, U7 Rr=
¢. Kedin ¢. Kedin ¢. Siti Rohmah
d. Kasinem -
8. [SRiuTARI a. Wonorejo a Wonicjo 151 00440 a.Jalan Desa Pe:
Kedir, 04-03-1971 b. Wates b Wales b.H. Slamet
¢. Kediri £ Kedin c.Imam Sujono
d.Ashari
B
A
§ | 5] ¥ i] 3 6 7 |
7 |GIMAH a. Wonorejo a. Wonorejo bet) o044t a. Jalan Desa Per.
Kediri, 1955 b. Wales b. Wales b. Jiman
c. Kediri c. Kndint c. H. Slamet
d. H, Slamet Vi
. e
(2 |pmwn 2. Wonoreyo 2 Wonontio R 00142 |a Jalan Desa Pery
Kediri, 1940 b. Wales b, Wales b, Taram & €, o = C.4
.. Kediti . Kedi c. Sill Aminah =y
d. H-Slamet /4 Joe s ol
9 SUMALI A Wononyo a Wonmjp an 00443 aJalan Desa Peru
Xeditl, 1960 b, Wates b, Wales b.Taram
v Aadin r Kodii c.Taram
r
T 5 3 ] 4 5 [ /
15 7 |TARMUDYI a. Wonorejo a. Wonarejo 1599 00449 |a. Jalan Desa Pe
Kediri, 21-07-1947 b. Wales b. Wales b. Rukemi
c. Kediri c. Ketn c. H. Slamet
: d. Sukandar
.3
16 / [RUKEMI a. Wonorejo a. Wonurejo 1560 00450  |a. Jolan Desa Pe
Kedir, 23-07-1948 b. Wates b. Wales b, Parlan
c. Kediri ¢. Kedin ¢. H. Slamet
d. Tarmuji
- A7 / PARLAN a. Wonorejo a. Wonorejo 1573 00451 a. Jalan Desa Pe
Kediri, 1935 b. Wates b. Wates b. Sapar
c. Kediri c. Kedin ¢. Samilah
: . d. Rukemi
o Isumm 2. Gadungan a. Wonorejo 1563 00452  |a.JalanDesa - * P
Kediri, 04-05-1940 b. Wales h. Wales BKIMO o \gA frr ity LTy L A B
¢. Kediri c. Kediri CASINO + ¢ Ale:l A ot
d.Parlan )
. /(9 |yanini a. Wonorejo a. Woncrejo 431 00453  [a Jalan Desa - Pe:
Kediri, 03-05-1969 b, Wates b. Wales b. Suyoto -
. Kediri c. Kediri . Suyoto
d. SaparkSupiyal
20~ [suvoTo a. Gadungan a Wanorejo T 00454 |a. Jalan Desa Pe:
Kediri, 06-03-1956 b. Wattes b Wt b. Separi
¢ Kedin . Kedii c. Supangat
d. Separi |
@ DJUWADI a Wonotejo a Wonorejo 559 00455 a. Jalan Desa Per
Kedin, 1925 b Wates h. Walet b-Gesum- <11 L e
¢ Kedin c. Kediri c. Suyolo o Ll Ja Rl
d. Suyoto y &0y Torit, )
22 |{SUMILAH a Gadungan a. Wonorejo 208 00456 |a.Jalan Desa P
Kedir, 04-07-1932 b Wates b. Wates b.Jalan Desa
¢ Kedn ¢. Kediri c.Sapari
: d. Kirno
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1 ) 7 3 7 ~ ¥
23 [SUHARNO a Gadungan a. Wonorejo 173 00457 |a.Suharno P
Kedir, 22-07-‘!963 h. Wates b. Walles. b.Jalan Desa
. Kediri c. Kedini ¢ Sukamio
: d. Supini
2 SUHARNO a. Gadung.m 2 Wonerepn g 00450 o SOt s
Kedin, 22-0/-1961 b. Wittty . Wilee b.Jakan Doso
c. Kediri c. Kedni c.Suharno
d. Supini
- o R =
Ld
1 3 \ 1 3 7
31 [ASIMO a. Gadungan a. Wonmejo “005 00465 a.Sapari Pe
Kediri, 08-09-1937 h. Wales b. Wates b.Sukemi
c. Kediri ¢. Kechn c.Jalan Desa
d. Samilah
- 5
32 |SAMILAH 2. Wonorejo a. Wonorejo an 00466 a. Parlan Pe
Kediri 1950 b. Wates b. Witles b.Asimo
c. Kediri c. Kedin c.Jalan Desa
d. Parman
33 |PARMAN a. Wonorejo a. Wanorejo 2758 00467 a.Tarmwji Pe
Kedrri,1959 b Wates b. Wales b.Samilah
c. Kedir c. Kedn ¢.Jalan Desa
i d.Tokah
34 |SRIUTARI 2. Wonorejo 2. Wonoreju 1445 00468  |a.Sukandar Pe
Kedir, 04-03-1871 h, Wates ..|b. Wates b.Parman
c. Kedii c. Kedin c.Jalan Desa
d.Tokah
/ 35 |TOXAH 2. Wonarejo a. Wonorejo 4787 00469 a. Dwi Rinsawati Pe
Kedir, 16-07-1951 . Wales h. Walee b. H. Slamet
c. Kedui c. Kedn ¢. Jalan Desa
o. Surani
386 |WAHYUDIN AL IMANI a. Gadungan a, Wonorejo arhl 00470 a.Taram P:
Kedir, 04-09-1980 b Wates b Witles b.1okah
c. Kediri c. Kediii c.Jalan Desa
Y d.Suparfi
37  |SUPARDYI a Wonorajo a. Wonorejo 1126 00471 a.Taram Pe
Kediri, 1963 b. Wales b. Wates b.Wahyudin Al Imani
c Kediri ¢. Kediti ¢.Jalan Desa
d.Daniyem
38 |DANIYEM a Wonorejo a. Wonorejo 1814 00472 aTaram Pe
Kedir,16-02-1961 b. Wales b. Watet. b.Suparj
c. Kediri c. Kediri c. Jalan Desa
d.Siti Aminah
€
;| 2 i X = rs T
39 |Dra, SITI AMINAH a. Tawang a. Wonorejo 1375 00473 a.Kasinem P
Kediri, 28-05-1969 b. Wales b. Wales b.Siti Rehmah
c. Kediri c. Kedii c.Jalan Desa
d.Supandi
40  |SITI ROHMAH a. Gadungan a. Wonorejo A149 00474 a. Kasinem Pr
Kediri, 11-01-197 b. Wales b. Wates | b. Daniyem
c. Kediri c. Kediri ¢c. Jalan Desa
d. Siti Aminali
sk 2901 N047S a.Ambivah Py
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Kediri, 01-07-1960

(PR ¥1 C IEETRCRE

¢. Kediri c. Kediti c.Jalan Desa
d.Ir. Dwi Komari
42 |IMAM SUJONO al Pejok |8 Waiibrgio 200 Pt
Kedir, 09-03-1874 b. Wates e
c. Kediri ¢. Kedir
~omk Pe
L 5 .
fl - - - -
' : B 3 ] o [0
47 |SOLEH 1. Wonorujo | * a. Warrejn M 00401 a.Sunarsih F
Kediri, 14-03-1959 I, Wates b. Wates b.Sholeh
. Kediri ¢ Kadui c.Warsiman
o Jadin PUID
48  |WARSIMAN a. Wonorejo a. Womyep £ 00482 a. Sholeh Py
Kediri, 1957 b, Wates b. Wales b. Sholeh
c. Kediri ¢. Kedri ¢. Dwi Susanti
d. Jalan PUD
49  |DWI SISANTI a. Wonorejo a. Wonorejo 114 00483 a. Warsiman Pe
Kediri, 01-01-1974 b. Wales b. Wales b. Sholeh
c. Kedirl c. Kediri c. Wiasih
d. Jalan PUD
50  [WIASIH a, Wonorejo 2. Wonarejo 204 00484  |a. Owi Susanti Pe
Kedirl, 1963 b. Wates b. Wates b. Sholeh
c. Kediri c. Kedin ¢c. Marsimin
d. Jatan PUD
| I 51 |MARSIMIN a. Wonorejo a. Wonorejo 8% 00485 a Wiasih Pe:
Kedir, 1949 b. Wales b. Wales b. Sholeh ]
c. Kediri c. Kedir c. Tiaman
d. Jalan PUD
52 |TIJAMAN a. Cadungan a. Wonorejo 1280 00486 aMarsimin Pet
Kediri, 01-04-1946 b. Wates h. Wates b.Sholeh
c. Kediri c. Kediri c.Rodjikin
4 d.Jalan PUD
53 |ROZIKIN a. Wonorejo a Woanorejo 416 00487 a. Tiyaman Pet
Kendal, 04-10-1968 b. Wales b Wales b. Sholeh
c. Kediri c. Kediri c. Aqus
d. Jalan PUD
54 |MOCH. JOKO LUHUR a. Pagu a. Wanorejo 1850 00488 a. Jalan Desa Pe
Kedir, 10-10-1971 b. Wates b. Wates b. Jalan Desa
c. Kediri c. Kedii ¢. Pengairan
d. Darminto
. '
1 3 E] 5 [
55 |DARWINTO a. Wonorejo a. Wonorejo 2635 00489 a. Jalan Desa Pu
Kediri, 26-07-1942 b. Wates b. Wates b. Moch. Joko Luhur
. Kediri c. Kedin c. Pengairan
s d. Legi
56 |LEGI a. Wonorejo a Wonorejo 619 00490 a. Jalan Desa Pt
Kediri, 1957 b. Wates b. Watns b. Darminto Wagimin
c. Kediri c. Kedin c. Pengairan
d. Samini Musinem
57  |SAMINI a. Wonorejo a. Wanorejo 651 00491 a. Jolan Desa Pe
Kediri, 12-03-1942 b. Wates b. Wates b. Legi
e Kadir ¢. Kediii ¢. Pengairan
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58 |SAWI a Wanorejp a Wonorejo 1238 00492 a. Jalan Desa Pe
Kedin, 21-12-1957 b Walns b Watets b. Samini Musinem
r. Kedyi Aedi t. Pengairan
d H, Asrori
- LLY L} Lalas Mass Be
- 2 } A % 0
63 |KHOLIFAH a. Wonorejo a. Wonorejo 1579 00497  |a JalanDesa’ b
Kediri, 1956 b, Wates b. Wates b. Martinah =~
¢. Rediri c. Kediri ¢. Pengairan
d. Sini
64 |SINI a. Wonorejo a Wonorejo 532 00498 a. Jalan Desa 3
Kediri. 1941 b. Wates b. Wates b. Siti Khalifah
¢. Kediri c. Kediri c. Pengairan .
d. Misijan
65 |MISWAN a. Wonorejo a. Wanorejo 546 00429 a. Jalan Desa F
" |Kedid, 12-06-1970 b. Wates b. Wales b. Sini
) c. Kediri c. Kediti ¢. Pengairan
d. Ponirin
66 |PONIRIN a. Wonorejo a. Wonorejo 352 00500 a. Jalan Desa P
Kediri, 1952 b. Wates b. Wates b. Misidjan
c. Kediri ¢. Kediri c. Pengairan
d. Kartiono
67 |KARTIONO a. Tunge a. Wanorejo 1450 00501 a. Jalan Desa P
Kediri, 01-01-1946 b. Wales b. Wales b. Ponirin
c. Kediri c. Kediri ¢. Pengairan
d. Kadeni
68 |KADENI - a. Wonorejo 2. Wonorejo 1655 00502 a. Jalan Desa P
Kedid, 31-12-1950 b, Wates b. Wates b. Kartiono
c. Kediri . Kedin c. Pengairan
) d. Winarsih
69 |WINARSIH a. Wonorejo a. Wanorejo 1546 00503 a. Jalan Desa Pi
Kedir, 01-04-1969 b. Wales h. Walis b. Kedeni
c. Kedin . Ke:thn c. Pengairan
d. Mujimah
70  [SODIKIN a. Wornorejo a. Wonorejo 1513 00504 a. Jalan Desa P
Kediri, 07-09-1976 b. Wates h. Walis b. Mudjimah
c. Kedini c. Kedin c. Pengairan
d. Ngatinah
1 | ' A =3 [
71 [NGATINAH 4. Wonarejo a. Wonorejo FURE] 00505 a. Jalan Desa ¥
Kedir, 1936 b. Wales b. Wales b. Sodikin
c. Kediri ¢. Kadri c. Pengairan
d. Hari Santoso
72 |HARI SANTOSO 2. Wonorejo a Wornnepo R 00507 a. Jilan Desa P
i Kediri, 18-02-1978 b. Wales b. Vwates b. Ngatinah
c. Kedit: . Kedin | c. Pengairan
d. Kas Desa
73 |BAGONG SUPR| HANDOKC, a. Wanarejo A Wanorejo 147 00507 a. Jalan Desa '/P-
Kediri, 02-12-1964 b. Wates b. Wates b. Jalan PUD
c Kedri c. Kethn_ ¢. Pengairan
d. Dakelan
Anran - dalaa Maaa Ba
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Kedin, 14-00-1304 9 ¥isice Trab byt ke 4Dk’ 2 B
¢ Kediri t. Kedin c. Pengairan
d. Suklivon
& : 3 T | y o 7
79 |MURSINI a. Wanorejo a. Vonorejc 1633 nos13 a. Jalan desa ]
|Kediri, 1949 b, Wales b. Wales b. Supinem ;
c. Kediri c. Koo c. Pengairan
d. Suhadi
" 80 SUHADI 1 Wonorejo a. Wonarep 1500 00514 a. Jalan Desa’ ¢
Kediri. 02-06-1983 b. Walus b, Viaes b. Mursini
i.. Kedin c. Kedin c. Pengairan
d. Sulianik
B1  |SULIANIK 1. Pojok a. Wanorejo 1708 00515 a Jalan Desa F
Kedin, 25-10-1963 - b, Wates b. Waltes b. Subadi
c. Kedin ¢. Kirdri c. Pengairan
' d. Sunarmi Sukran
82 |NARMI 0. Duwel a. Wonorejo 1414 00516 a. Jalan Desa F
Kediri. 03-09-1965 h. Watns b. Wales b. Sulianik
c. Kedin . Kedri ¢. Pengairan
A d. Supriyono
83  |SUPRIYONO it-Wennrejo i Wonaie 1340 00517 a. Jatan Deso I
. [Xedir, 08-09-1963 . b. Wates b. Wates b. Sunarmi Bonari
c. Kediri© * =1 Kedui ¢. Pengairan
e d. Sukarni
84 sur:'mm . Wonorcjo a. Woiwrejo 2900 00518 a. Jalan Desa F
. Kedir, 1944 b, Watas b. Wales b. Sukarni
c. Kediri c. Kedii c. Pengairan
% . d. Moch. Joko Luhur
85 |SUKARNI 2, Wonorejo a. Wonoreo 1840 00519 a. Jalan Desa F
Kedir, 1944 L. Walus b. Wales b. Supriyono
c. Kediri c. Kadui ¢. Pengairan
. d. Sukarni
86 |MOCH. JOXO LUHUR a. Fagu a. Wonorejo 1379 00520 a,. Jalan Desa F
Kedird, 10-10-1971 b, Wates b. Wates b. Sukarni
c. Kediri c. Kedi c. Pengairan
d. Perumahan Lokalisasi
. A Y
j i d ) 4 * 0 7
87 |ENDRAWATI a. Wonorejo a. Wanorejo 152 00521 a. Kas Desa P
Kediri, 12-09-1959 b. Wales b. Wales b. H. Yadi
c. Kecliri c. Kedfiri ¢. Yaiman
d. Jalan Desa
88  |NYAIMAN | a. Wonorejo a. Wonarejo 134 00522 a. Indrawati Pe
Kedid, 01-06-1954 b. Wates b. Wates b, H. Yadi
¢. Kediri c. Kediri ¢. Supandi Sundoro
’ d. Jalan Desa
89 [SRISEKAR a. Wonorejo a. Wonorejo n 00522 a. Supandi Pe
Surabaya, 1964 b. Wates b. Wales b. H. Yadi
c. Kediri ¢. Kediri ¢. Suyati 5.
d. Jalan Desa
90  |SUYATI a. Wonorejo a. Wonorejo £5 00524 a. Sri Sekar . P
Tulungagung, 21-08-1961 b. Wales b. Wales b. H. Yadi
¢. Kediri c. Kedir c. Sufiyah
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95 RUBINGAH a Wonorajoa =a-Wamre 157 00529 a. Nuryalin Pe
Kedin, 1939 Iy Walles b. Walet b. Jatan Desa
c. Kedii c. Kedin c. Jalan Desa
d. Partini
96 |TOTOX WIDCDO a Wonoryo a. Womreu 1"y 00530 |a. Sugiyano Pe:
Kediri, 23-05-1981 b. Walrs, b. Wates b. Jalan Desa
c. Kedii c. Kedm ¢. Rubingah
. d. Suparmi
97  |SUGIANTO a. Wonorejo a. Wonorejo wr 00531 a. Rumah Misinah Per
Kediri, 10-09-1956 b. Wates b. Waltes b. Jalan Desa
‘ c. Kedir c. Kedin . Nuryatin
. d. Yatinah
98  [MISINAH *|a. Wonorejo a. Wonorejo 18 00532 |a. Suyono Pen
Kediri, 05-04-1949 b. Wates b. Wates b. Jalan Desa
c. Kediri c. Kedin ¢. Sugiyanlo
d. Mariati
799 |suvono a. Wonorejo a Wonorepo 17 00533 a. Junangin Per:
Kediri, 1959 b. Wates b. Wates b. Jalan Desa
c. Kedin c. Kedin c. Misinah
d. Sunarsih
100 [DJUMINGIN a. Wonorejo a. Wonorej i 00534 a. Karmiatun Pen
Kediri, 1946 b. Wates b. Wate:, b, Jalan Desa
. Kediri c. Kadir c. Suyono
d. Samidin
101 |[XARMIATUN a. Wonorejo a. Wonorejn 126 00535 A Murtini Pen
Kediri, 25-08-1954 b. Wales b Wales b, Jalan Desa
c. Kediri c. Kediri ¢ Aminah
B d. Sumini
102 |MUTINI a. Wonorejo a. Wonorejo 124 00536 a. Kasemi Pery:
Kediri, 18-11-1943 b. Wates b. Wates b. Jalan Desa
c. Kediri c. Kediri ¢. Karmiatun
d. Tri Cahyono
T 3 E] 2 [0
103 |KASEMI a. Wonoarejo a. Wonorejo 142 00537 a. Misdi Per
Kediri, 06-11-1954 b. Wates h. Wales b. Jalan Desa
c. Kediri c. Kediri ¢. Murtini
d. Sriani
104 [MISDI a. Wonorejo 2. Wanorejo 137 00538 a, Kasminah Per
Kediri, 11-11-1923 b. Wales b. Wales b. Jalan Desa
c. Kediri 6. Kediti c. Kaseni
d. Katirin
105 |WARSINI a Wonor2jo a. Wonorejo 138 00539 a. Subandi Per
Kediri, 13-09-1946 b. Wales b. Wales. b. Jalan Desa
c. Kediri ¢. Kediti c. Kasminah
d. Samidi
106 |SUBANDI a. Wonorejo a. Wonorejo 151 00540 [a. Karsl Per
Kediri, 30-09-1953 b. Wates b. Wates b. Jalan Desa
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d. Nursahid

111 [SRIANI a Wonorejo a. Wonorejo 126 00545  |a. Katirin Pe:
Biitar, 01-06-1968 b. Wates b. Water, b, Kasemi
] Kegirt . Kediri c-Jri Cahyono®
. Jelar) Desa
112 |TRI CAHYONO a. Wonorejo 2. Wonorejo "7 00546 a. Sriani Pet
Ponorogo, 14-10-1966 b. Wates b. Wates b. Murtini
c. Kediri c. Kediti ¢. Sumini
d. Jalan Desa
113 |SUMINI a. Wonorejo a. Wonorejo 137 00547 a. Tri Cahyono Per:
Tulungagung, 1935 b. Wates b. Wates b. Karmitun
c. Kediri c. Kediri c. Samidin_
‘ d. Jalan Desa
114  |SUNARSIH a. Wonorejo a. Wonorejo 138 00548 2. Sumini Pen
Kediri, 1967 b, Wales b. Wates b. Aminah
c. Kediri ¢. Kediri c. Sunarfi
d. Jalan Desa
/115 |SONO a. Wonorejo a. Wonorejo 127 00549 |a. Samidi Pen
Kediri, 1962 b, Wales b Wales b. Suyono
c. Kediri ¢. Kediri . Mariyafi
d. Jalan Desa
116 |LEGIYEM a Wonornio a. Wonorejo 148 00550 a. Sunarti Pery
Blitar, 11-04-1965 b. Wates b. Wales b. Misinah
c. Kediri c. Kediri c. Yatinah
d. Jalan Desa
117 |YATINAH a. Wonorejo a Wariorejo 145 00551 a. Murlyati Peru
Trenggalek, 27-09-1959 b. Wales b. Wales. b. Sugiyono
¢. Kediri c. Kediri ¢. Suparmi yasis
d. Jalan Desa
118 |SUPARMI a. Wonorejo a. Wonorcjo 132 00552 |a. Yatinah Peru
Kediri, 04-04-1961 h. Wates b. Wales b. Nuryatin
c. Kediri c. Kedin ¢. Partini
d. Jalan Desa
' 1 ] 1 q N [
119 |PARTINI a. Wonorcjo a Wonorjo 121 00553 a. Suparmi Pery
Kedin, 1954 b. Wales b Wate: b. Rubingah
. c. Kedin ¢ Kedm c. Jalan Desa
d. Jalan Desa
120 |SUPANI a Wonorepo a Wonn o HiN 00554 a. Jalan Desa Pen
Kediri, 13-06-1954 b. Wates b. Wales b. Jalan Desa .
c.. Kedin c. Kedui c. Sungai
d. Jalan Desa |
121 |SULASTRI a. Waonorejo a. Wonai o M 00555 a. Sukinem Per.
Kediri, 13-05-1959 . Wales b. Wales b. Jalan Desa
c. Kediri c. Kediri c. Karto Simun
d. Nursahid
PPEE s oo o o sns oSN B A \Mlanme nin 1, NN&&A a Rulnetr
é'-# B 3 B 1 5 0 7
.
135 |MUJIONO a. Wonorejo a Wonorejo 108 00569 a. Marsini Pe
Kediri, 14-02-1969 . b. Wales b. Wales b. Jalan desa
c. Kediri c. Kediri c. Bambang
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Kediri, 15-03-1941 b. Wales b. Wales b. Kas Desa
c. Kediri c. Kediti ¢. Mujiono
d. Nursahid
137 |RUSELAN 2. Wanorejo alWonotejo \EOZ 001D |adaian Desal P
Kediri, 1923 b. Wales h Walas b. Nur'aini
c. Kedii c. Kxthts ¢. Pengairan
d. Djimin
138 |RIONO 2. Wonorejo a. Wonorejo 1535 00572 a. Jalan Desa P
Kediri, 07-05-1962 b. Wates b. Wates b. Djimin
c. Kediri c. Kedin ¢. Pengairan
d. Maskur
/139 [osmMN 2 Wonorejo a. Wonorejo 1641 00573 [a. Jalan Desa P
’ Kediri, 1941 b. Wales b, Wates b. Ruselan
c. Kedii c. Kedlin ¢. Pengairan
d. Riono
140 |MASKUR a. Sumberaguni . Woncigjo 1181 00574 a, Jalan Desa Pt
Kedini, 15-10-1946 b. Wates h. Wales b, Maskur
c. Kedin G Kedin c. Pengairan
d. Sarjono
141 |MASKUR a Sumberaguny o Wancrejo RAL) 00575 a, Jalan Desa Pe
Kediri, 15-10-1946 b. Wales b. Wales h. Riono
c. Kediri c. Kediri ¢. Pengairan
d. Maskur
142 |SARJONO 3 Wonorejo a. Wanorejo 1630 00576 a. Jalan Desa P¢
Kediri, 1940 b Wales b. Waes b. Maskur
¢ Kedin. © Kedii c. Pengairan
d. Djamal
1 ] 1 ] 3 [ 7
127 |SUPATIMI a. Wonorejo a. Wororejo L0 00561 a. Suparti M Pe
Kediri, 20-09-1954 b Water h Waly b. Julan Desa
¢ Kedi I ¢ Kedn ¢. Matheos Erwin Ndaumanu
L il Nursaid
‘128 |SUPARTI a Wonanejo a. Wonorejo i 00562  |a. Sastrowagi " Pe
. Blitar, 10-09-1964 b Wates. - ==fh=Walis b, Jatan Desa
¢ Kedin c. Kediti c. Supadmi
d. Nursahid
129 |SASTROWAGI a Wonaorejo a. Wonorejn Mk 00563 a. Kasih Pe
Magetan, 15-01-1949 b Wales b Wales b. Jatan Desa
¢ Kedr c. Kehins ¢. Supari M.
d. Nursahid
130 |KASIH a. Wonoejo 3. Wonorejo i 00564 a. T Pe
s o )
st g 1« 2 4 3 6 7
151 ° |RUBIYAH a. Pagu a Vizaoeo 532 00585 a. Jalan Desa P.
Kediri 11-04-1368 b, Wates b Wates b. Solekah
c. Kedin c. Ketlin c. Dasrl
d. Sugianto
152 [SUGIANTO a Pagu a Vianarep 50 00536 [a. Jalan Desa P
Kediri 09-04-1970 b. Waltes b V/aws b. Rubingah C
c. Kediri c. Kedir c. Dasri
d. Rubiyah
153 |KANTI a. Wonorejo a. Wonorejo 1551 00587 a. Sholekah P
Vadid 11 49 10E0 h Watae h Wiatee h  Ahdul Calims
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d. Nurhuda
154 |DASRI a. Wonorejo a. Wonorejo 1601 00588 a Sugianto /‘/‘e !
Kediri. 15-08-1952 *b‘ Wates [b. fanée b, Kantil .
c. Kedir c. Kedii ¢. Jalan Desa
d. Nurhuda
/ 155 |NURHUDA 2. Wonorejo a. Wonoreyo 1350 00589 a. Karyono bin Kirno Pe
2 Kedir, 13-03-1974 b. Wates. b. Waley b. Dasri
c. Kediti c. Kedin c. Jalan Desa
d.’Kasmirah
156 |XARIYONO a. Tenypnejo a Vionorej 1508 00590 a. Jalan Desa P
Kediri, 10-09.1982 1, Wi, b Wales h. Rubiyah Kaselin
L. Ke:i c. Kethn ¢. Nurhuda
d. Makrus
157 |KASMIRAH . Worreo a Wonorejo o 00591 [ Matmainan Cpe
Kediri, 12-08-1953 L. Wates b. Walns b. Nurhuda
¢ Kediri ¢. Kediri ¢. Jalan Desa
' d. Kidar
158  [TUKIRAN a. Weanneo a Wonciejo 14 00592 a. Sukartun Pe:
Kediri, 26 -03 -1933 b. Wates b. Waties b. Kasmirah
¢ Kedin c. Kedid c. Jalan Desa
d. Siran
4 1 ] I i 0
. 143 |KARBAN . a. Wonurejo a. Wanorejo 1kl 00577 |a. Jalan Desa P
. Kediri, 15-09-1959 b. Wates b. Wates b. Jamal
¢ Kedin . Kedini c. Pengairan
d. Samsul Hadi
144 |SAMSUL HUDA a. Wonorejo a Wonorejo gy 00578 3. Jalan Desa Pi
Kediri, 07-02-1967 b. Wales b. Wates b. Karban
c. Kediri c. Kedii c. Djamal
d. Suradji
145 |PATONAH a. Wonorejo a. Wonorejo 1520 00579 a. Jalan Desa Pe
Kediri, 25-03-1955 b. Wales b. Wates. b. Jamal
c. Kediri c. Kediri c. Pengairan
d. Jalan Desa
. i
3 i e A P e T A S T I 7
159  |SUKARITUN a. Pagu a Wangrep 10 00593 . Jalan Desa Per
Kediri 21.07-1972 h. Wales b. Watr h. Madhasim
o Keline 0 Kothn e Tuliom
d. Yilno
160 [YITHO i, Womag i:l‘ I-";Wo.n('l 0] 20 00594 a. Joalan Desa Per,
Kedin, 25-06-1937 h. Wales b. Wale. b. Sukartun
¢. Kedin c. Kediri ¢. Siran
d. Jalan Desa
161 |SIRAN a. Wonouejc a Woncrajo Ji 00595 | Yitno Pen.
Kediri, 26-04-1936 b Wales h. Watce:, b. Tuliran
¢ Kedlit. c. Kediri c. Jalan Desa
d. Jalan Desa
162 |TUKIJAN a Wonurtje 2 Wonoraju 1ing 00596 |a. Jakn Desa Pen
Kedin. 04-11-1924 ‘[b. Wates b. Wate:, b. Jalnn desa
¢ Kerlin c. Kediri c. Jalan Desa

d. Djali. Kanjo Kadimin



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

“163 |XARYO KADIMIN A Waonorejo a Wonasnejo 'l . Jalin Uesa Fen
Kediri, 16-04.1922 b Wales b. Walct. b. Tukidjan
. Kediri ¢, Kedui c. Djall
puhintun
164 |DJALI 2. Wonorejo a Wonomijo 83 n0598 a. Kanyo Kadimin Pen
Kedin, 20-04-1953 b. Wates b Waie: © b Tukidjan
. Kediri 6. Kedni . Jalan Desa
1 d. Tanah Patonah
165 |[PATONAH a. Wonorsjo a. Wonomjo 118 00598 [a. Sukartun Pen
Kedri, 25-03-1855 b. Wales b. Walec b. Djali
c. Kediri c. Kediri ¢. Jalan Desa
d. Nitirejo
166 |SUKARTUN - a. Pagu a. Wanornjo 1642 . 00500 a. Jalan Desa Pen,
Kedir, 23-07-1972 b. Wates b. Wales b. Karyo Kadimin
. Kediri c. Kediri c. Patonah
d. Sukartun
1 3 \ d 0 O 7
167 |SUKARTUN a. Pagu a. Wonorejo 1522 00601 a. Jalan Desa Pen
Kedir, 23-07-1972 b. Wales b. Wales b. Sukartun
c. Kediri ¢. Kediri ¢. Nitiredjo
d. Samidjan
168  [NMITIREDJO a. Wonorejo 2 Wonorejo 1525 00502 a. Sukartun Pen
Kediri. 14-06-1926 b. Wales h. Waten h, Patonah
c. Kediri . Kedliri c. Jalan Desa
d. Dasiyem
169  |DASIYEM A Wonorejo a Wonorejo 070 00603 |a. Samidjan Pen
Kedin, 14-09-1931 b. Walus b. Water. b. Nitirejo
., Kediri c Kedni' c. Jalan Desa
A Dadda blisenri
[N 2 ij i semsn s -
175 |SURANI a. Wonorejo a. Wonor ¢o 153 5 :
= | oa? 00509 | Jalan Desa | Pen
Kediri, 04-02-1965 b. \:Vafeg, b Walae b. Tannuj
e c. Kedin c. Pengarian
d. Suyadi
176 [SUYADI . Yonorejo a. Wontreo L 00510
: : ot al;
Kedr. 03-06-1956 b. Wates b. Walss . Jsl,::n?es“ Per.
e c. Kedir c. Pengairan
d. Sudarmin
177 [SUDARMIN 4. Wonorejo a Wonorejo 1513
Kediri, 12-07-1967 b. Wates b. Wales ; ? N ;' ;?::::E“ Pery:
c. Kediri c. Kediri c. Pengairan
d. Aman
178 (AMAN a. Wonotejo a. Wonor 1524
Kediri, 10-09.1963 b. Wales b. Wales " " el ; ;z';:rs::’ Perur
P <. Kedii c. Pengairan
A d. Suyono
179 [SUYONO a. Wonorejo a Wonoreio 785
2 ] G
Kedid, 07-08-1968 b. Wates b Wales e pee
¢. Kediri c. Kediri ¢. Pengairan
d. Sukirno
L i a. Wonorejo a. Wonorej 2
. h 1o 227
Kedir. 31-12-1872 b. Wates b Wales ol iy Perur
i bl c. Pangairan
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181  [KASINEM a. Wonarejo a. Wonorejo 1531 00615 a. Jalan Desa Perum
Kediri, 12-01-1934 b. Wates b. Wales b. Suyono
c. Kediri c. Kediri ¢. Pengairan
4d. Kasiném'
182 |TUMIRAN a. Pagu a. Wonorejo 1499 00616 a.Jalan Desa Perum
Kediri. 00-00-1935 b. Wates b. Wates b. Kasinem
c. Kediri ¢. Kediri ¢. Pengairan
d. Yatinem
T — 1 ] . m 7
. ’
183 |YATINEM a. Wonorejo a. Wonui¢jo 1661 00617 a. Jalan Desa .Peru
Kedin, 1934 b \Vales b Wales ; b. Tumiran
¢ Kediri c. Kethisi c. Pengairan
d. Suliyah ) ;
184 |SITI KATILIAH a Wonoiejo a 'Moncrajy 14 00618 a. Jalan desa Pery:
Tulungagung, 1930 b. V/ates b. Wates b. Yatinem
c. Kedin ¢ Kediti c. Yatinem
d. Sufiyah
185 |SULIYAH a. Vionor o a Vionarsm arm 00619 a. Jalan Desa Perur
Kedin, 12.09-1969 h. Wales b Walez b. Yatinem
¢ Kedin ¢ Knthn ¢. Pengairan
d. Abdul Qomar
186 |ABDUL QOMAR a. Wonorejo a Wonuteo 1 005820  |a. Jalan Desa Peri
Kediri. 25-12-1940 b. V/ates b. Wales b. Suliyah
c. Kediri c. Kedin ¢. Pengairan
d. Patonah
187 |PATONAH H n_m_ A Wonirin 1, rAsay o .
1 l & 2 2 0 v
. Al
191 |KASIH a Wanorajo o Wotoie a3 00525 [a. Partinam Par
Kedin, 14.03-1938 b, "Vales - |b. wales b. Kasih
¢ Kedin ¢ Kot ¢. Pengairan
d. Jalan Desa
192 |PARTINEM i Wononyo a Wenogje 1 00526 |a. Jalan Desa Pea
Kediri 04-03-1953 b. Wales b Walas b. Tukiman Kasih
c Kedi = Kl c. Tukiman Kasih
d. Jalan Desa *
183 |PARTINEM a. Wonorcjo 2 Wentigie 1é24 00527 |a. Jalan Desa Per
Kediri. 04.03-1953 b Wales b Wate; b. Jalan Desa
c. Kedi c Kedir: ¢. Pengairan
d. Sudarsih
194 | INDAH SUSILO MURTININGSIH a. Pojok a Wanurojo 1200 00628 a. Partinem/Sudarsih Pe
0103197 b. Wates b Wates b. Jalan Desa
L c. Kediri c. Kedin c. Pengairan
d. Kariyadi
#195  [KARIYAD| a. Wonarajo a Wencrejo 1741 0063¢ a. Achmal Jaenuri Pe:
Kediri, 06-06 -1968 b. Wnles_ b Wals; . h. Sudarsih
c. Kedin . Kelin c. Pengairan
d. Endang Susiyah
1 : . —
196 |ACHRIAT JAENURI a. Won iajo 2. Weningn i 00631 [a. Jalan Desa i Pe,
Kediri 15-08-1971 b Wales h Wan; . Kariyad
o Kedm . Ked: . Katiyads
o Samsuri
B JaeL it Vi o Wen oy 4 00832 |a Jalan Desa o
Kedn.. 24.06.1068 b Watee (ORI
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